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Abstrak

Rumah sakit modern merupakan organisasi profesional berisiko tinggi yang berada pada pertemuan
antara misi kemanusiaan, tuntutan klinis, kepatuhan hukum, keberlanjutan finansial, kemajuan
teknologi, serta ekspektasi publik. Karena itu, kualitas rumah sakit tidak dapat dijelaskan hanya oleh
kecanggihan alat, kompetensi dokter, atau efisiensi administratif; kualitas sangat ditentukan oleh tata
kelola yang mampu menghubungkan kewenangan pemilik, dewan pengawas, direksi, komite klinis,
tenaga kesehatan, pasien, regulator, pembayar, dan masyarakat dalam satu sistem akuntabilitas yang
koheren. Artikel ini membahas hospital governance sebagai arsitektur pengambilan keputusan yang
mengintegrasikan corporate governance, clinical governance, financial governance, human capital
governance, data and digital governance, risk governance, ethical governance, dan sustainability
governance. Pembahasan ditempatkan dalam konteks transformasi sistem kesehatan Indonesia,
termasuk perkembangan regulasi rumah sakit hingga Permenkes Nomor 6 Tahun 2026, serta dalam
perspektif global mengenai mutu, keselamatan pasien, ketahanan organisasi, dan tata kelola
kecerdasan buatan. Artikel menegaskan bahwa masa depan tata kelola rumah sakit tidak terletak
pada penambahan birokrasi, melainkan pada penciptaan sistem pengawasan yang berbasis data,
transparan, adaptif, berorientasi pasien, dan mampu belajar dari risiko. Rumah sakit masa depan
perlu bergerak dari governance yang bersifat compliance-driven menuju governance yang bersifat
value-driven dan learning-oriented, di mana keselamatan pasien, pengalaman pasien, kesejahteraan
tenaga kesehatan, efisiensi sumber daya, keadilan, keamanan data, dan keberlanjutan lingkungan
diperlakukan sebagai satu kesatuan kinerja. Kerangka konseptual dan rekomendasi implementatif
disajikan untuk membantu pemilik, dewan pengawas, direksi, dokter, perawat, dan manajer rumah
sakit membangun tata kelola yang tangguh menghadapi era Hospital 5.0.

Kata Kunci: Hospital governance; clinical governance; patient safety; board oversight; akuntabilitas;
tata kelola klinis; transformasi digital; artificial intelligence; risk management; sustainability; Hospital
5.0.
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1. Pendahuluan: Rumah Sakit sebagai Organisasi Publik, Profesional, dan
Berisiko Tinggi

Rumah sakit adalah organisasi yang unik. la dapat dimiliki pemerintah, badan hukum nirlaba,
yayasan, organisasi keagamaan, badan usaha, atau jejaring korporasi, tetapi pada saat yang sama
rumah sakit tidak pernah sepenuhnya dapat diperlakukan sebagai perusahaan biasa. Produk
utamanya bukan barang, melainkan layanan yang menyentuh kehidupan manusia pada saat paling
rentan. Keputusan klinis dapat menentukan hidup atau mati, kemampuan atau kecacatan, pemulihan
atau penderitaan berkepanjangan. Karena itu, setiap keputusan manajerial di rumah sakit mempunyai
dimensi klinis, etis, hukum, sosial, dan ekonomi sekaligus.

Dalam organisasi industri konvensional, kegagalan tata kelola mungkin terutama berwujud
kerugian finansial, penurunan pangsa pasar, atau rusaknya reputasi. Di rumah sakit, kegagalan tata
kelola dapat menghasilkan kejadian tidak diharapkan, infeksi, keterlambatan pelayanan, kesalahan
obat, konflik profesional, pelanggaran privasi, pemborosan sumber daya, bahkan kematian yang dapat
dicegah. World Health Organization menempatkan keselamatan pasien sebagai kerangka aktivitas
terorganisasi untuk secara konsisten menurunkan risiko dan mengurangi kejadian harm yang dapat
dicegah. Dengan demikian, keselamatan pasien bukan sekadar urusan unit mutu; ia merupakan
konsekuensi langsung dari mutu governance.

Konsep hospital governance muncul dari kebutuhan untuk menjawab pertanyaan mendasar:
siapa berwenang mengambil keputusan, siapa bertanggung jawab atas hasil, bagaimana kepentingan
yang berbeda diseimbangkan, bagaimana risiko dikendalikan, bagaimana kualitas dipantau, dan
bagaimana organisasi belajar ketika terjadi kegagalan. Pertanyaan tersebut semakin penting ketika
rumah sakit tumbuh menjadi organisasi kompleks dengan ratusan profesi, ribuan pegawai, teknologi
mahal, jaringan pemasok, kontrak dengan pembayar, data kesehatan digital, serta ketergantungan
pada sistem informasi dan artificial intelligence.

Di Indonesia, perubahan lingkungan regulasi menegaskan kembali pentingnya governance.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2024 membentuk kerangka baru penyelenggaraan kesehatan. Selanjutnya, Permenkes Nomor 6 Tahun
2026 tentang Rumah Sakit memberikan penegasan penting terhadap peraturan internal rumah sakit
sebagai instrumen untuk menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik.
Regulasi tersebut menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, responsibilitas,
kesetaraan, dan kewajaran. Artinya, hospital governance tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai
persoalan administratif, tetapi sebagai sistem nilai dan mekanisme institusional yang harus hidup
dalam hubungan antara pemilik, pimpinan, staf profesional, dan masyarakat.

Perubahan demografi, epidemiologi, teknologi, dan pembiayaan juga mengubah medan
governance. Pasien menjadi lebih terinformasi dan lebih kritis; penyakit kronik membutuhkan
koordinasi lintas layanan; teknologi digital mempercepat pertukaran data sekaligus memperbesar
risiko siber; Al mulai dipakai dalam triase, radiologi, prediksi risiko, penjadwalan, coding, dan
komunikasi pasien; sedangkan tekanan biaya memaksa rumah sakit melakukan efisiensi tanpa
mengorbankan mutu. Dalam situasi ini, governance berfungsi sebagai kompas yang memastikan
bahwa inovasi tidak kehilangan arah etis dan bahwa efisiensi tidak mengurangi keselamatan.
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Artikel ini menggunakan pendekatan naratif-konseptual. Tujuannya bukan sekadar
mendefinisikan tata kelola rumah sakit, melainkan membangun pemahaman integratif mengenai
bagaimana governance bekerja dalam praktik. Pembahasan memadukan perspektif corporate
governance, clinical governance, patient safety, enterprise risk management, data governance,
human capital governance, ethical governance, financial stewardship, dan sustainability. Di bagian
akhir, artikel menawarkan kerangka tata kelola rumah sakit masa depan yang dapat digunakan sebagai
acuan diskusi oleh pemilik, dewan pengawas, direksi, komite klinis, akademisi, dan pengambil
kebijakan.

2. Memahami Hospital Governance: Dari Struktur Kekuasaan ke Sistem
Akuntabilitas

Secara sederhana, governance dapat diartikan sebagai cara suatu organisasi diarahkan, diawasi,
dan dimintai pertanggungjawaban. Namun definisi sederhana ini sering menyesatkan apabila
governance direduksi menjadi bagan organisasi, rapat dewan, atau sekumpulan kebijakan.
Governance yang sebenarnya adalah jaringan hubungan: siapa memiliki hak keputusan, informasi apa
yang digunakan, indikator apa yang dipantau, konflik kepentingan bagaimana dikelola, dan bagaimana
organisasi menindaklanjuti sinyal risiko.

Dalam rumah sakit, sekurang-kurangnya terdapat tiga pusat kekuasaan. Pertama adalah pemilik
atau pihak yang mewakili pemilik, yang mempunyai legitimasi atas aset dan mandat strategis. Kedua
adalah manajemen eksekutif yang mengendalikan sumber daya dan operasi. Ketiga adalah komunitas
profesional klinis yang mempunyai otoritas berdasarkan pengetahuan dan kompetensi. Ketiga pusat
kekuasaan ini tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri-sendiri. Governance dibutuhkan agar kepemilikan
tidak berubah menjadi intervensi operasional yang merusak profesionalisme, agar direksi tidak
mengejar efisiensi tanpa memperhatikan keselamatan, dan agar profesi klinis tidak menjadi sistem
tertutup yang lepas dari akuntabilitas organisasi.

Hospital governance karena itu bersifat multi-level. Pada tingkat strategis, governance
menetapkan visi, prioritas, appetite terhadap risiko, investasi, dan hubungan dengan pemangku
kepentingan. Pada tingkat manajerial, governance menerjemahkan strategi ke dalam anggaran, target,
kebijakan, struktur, dan mekanisme monitoring. Pada tingkat klinis, governance memastikan bahwa
keputusan diagnostik dan terapeutik dibuat oleh tenaga yang kompeten, berdasarkan bukti, mengikuti
standar, serta dievaluasi melalui audit dan pembelajaran. Pada tingkat operasional, governance
muncul dalam desain alur pasien, pengendalian obat, pengelolaan alat, keamanan gedung,
pengadaan, pengelolaan data, serta sistem pelaporan insiden.

Literatur mengenai board oversight menunjukkan bahwa dewan rumah sakit mempunyai posisi
penting dalam mutu dan keselamatan. Millar et al. (2013) melalui tinjauan naratif menemukan bahwa
keterlibatan board dalam quality governance berkaitan dengan perhatian pada indikator mutu,
penggunaan data, dan hubungan yang lebih jelas antara pengawasan strategis dengan keselamatan
pasien. Temuan tersebut penting karena di banyak organisasi, dewan cenderung lebih nyaman
membahas keuangan daripada mortalitas, infeksi, adverse events, atau patient experience. Padahal,
bila board hanya bertanya tentang pendapatan dan biaya, organisasi akan belajar bahwa uang lebih
penting daripada keselamatan.
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Kualitas governance dapat diamati dari beberapa pertanyaan. Apakah dewan memperoleh
informasi mutu yang dapat dipercaya? Apakah direksi memahami risiko klinis utama? Apakah staf
dapat melaporkan masalah tanpa takut dihukum? Apakah konflik kepentingan diungkapkan? Apakah
indikator kinerja mencerminkan keseimbangan antara keuangan, mutu, SDM, dan pengalaman
pasien? Apakah pasien dilibatkan dalam desain layanan? Apakah data digunakan untuk belajar atau
hanya untuk memenuhi laporan regulator? Jika jawaban terhadap pertanyaan tersebut lemah, maka
masalah rumah sakit bukan sekadar kekurangan prosedur, tetapi kelemahan governance.

Perbedaan penting perlu dibuat antara government dan governance. Government merujuk pada
otoritas formal negara, sedangkan governance merujuk pada proses pengaturan dan pengambilan
keputusan yang dapat melibatkan negara, organisasi, profesi, pasar, komunitas, dan masyarakat sipil.
Rumah sakit berada di bawah regulasi pemerintah, tetapi governance internalnya harus mampu
mengelola berbagai relasi yang tidak seluruhnya dapat diatur melalui hukum. Banyak persoalan klinis
membutuhkan professional judgment, sementara banyak persoalan etika membutuhkan deliberasi
yang lebih luas daripada sekadar kepatuhan.

Karena itu, hospital governance yang baik memerlukan kombinasi hard controls dan soft controls.
Hard controls mencakup peraturan, struktur, standar, SOP, audit, kontrak, dan sistem otorisasi. Soft
controls mencakup budaya, keteladanan pemimpin, psychological safety, nilai profesional,
keterbukaan, dan kepercayaan. Rumah sakit yang memiliki prosedur lengkap tetapi budaya takut akan
tetap rentan, karena informasi buruk disembunyikan. Sebaliknya, budaya baik tanpa sistem formal
juga rentan karena keputusan menjadi terlalu bergantung pada individu.

Governance terbaik adalah ketika struktur formal dan budaya organisasi saling menguatkan.
Dewan memberikan arah dan pengawasan, direksi membangun sistem, profesi menjaga standar
keilmuan, manajer memastikan disiplin proses, dan seluruh organisasi mempunyai keberanian untuk
mengakui kesalahan serta memperbaikinya. Dengan kerangka ini, governance bukan mekanisme
kontrol yang menghambat profesional, melainkan mekanisme yang membuat profesionalisme dapat
dipertanggungjawabkan dan dipercaya.

3. Prinsip-Prinsip Good Hospital Governance

Prinsip good governance yang lazim digunakan dalam organisasi perlu diterjemahkan secara
khusus ke dalam lingkungan rumah sakit. Transparansi, misalnya, bukan hanya keterbukaan laporan
keuangan, tetapi juga keterbukaan mengenai mutu, hasil klinis, waktu tunggu, keluhan, risiko, konflik
kepentingan, dan proses pengambilan keputusan. Transparansi yang matang bukan berarti semua
informasi diumumkan tanpa batas; data pasien tetap harus dilindungi. Transparansi berarti informasi
yang relevan tersedia bagi pihak yang memiliki hak dan tanggung jawab untuk menggunakannya.

Akuntabilitas berarti setiap tingkat organisasi mengetahui hasil apa yang menjadi tanggung
jawabnya dan konsekuensi apa yang terjadi bila target tidak dicapai. Direktur rumah sakit bertanggung
jawab atas kinerja keseluruhan, tetapi tidak berarti setiap kejadian klinis menjadi kesalahan personal
direktur. Akuntabilitas yang baik membedakan antara accountability for system dan accountability for
professional conduct. Ketika suatu insiden terjadi karena desain sistem buruk, organisasi harus
memperbaiki sistem. Ketika terjadi pelanggaran profesional yang disengaja atau reckless, mekanisme
disiplin harus berjalan.

Page 7



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Hospital Governance dan Masa Depan Tata Kelola Rumah Sakit

Independensi merupakan syarat penting karena rumah sakit mudah dipengaruhi kepentingan
pemilik, politik, pemasok, dokter dengan kekuatan ekonomi besar, atau kelompok tertentu.
Independensi bukan berarti tanpa keterikatan, tetapi kemampuan membuat keputusan berdasarkan
kepentingan pasien, misi organisasi, hukum, dan bukti. Dewan pengawas yang hanya menjadi
perpanjangan tangan pemilik akan kehilangan fungsi checks and balances. Sebaliknya, direksi yang
tidak sensitif terhadap mandat pemilik juga dapat kehilangan legitimasi.

Responsibilitas menegaskan bahwa rumah sakit harus mematuhi hukum, standar profesi, etika,
dan tanggung jawab sosial. Prinsip ini penting karena rumah sakit menerima kepercayaan masyarakat
untuk mengelola sumber daya, data pribadi, dan keputusan yang sangat sensitif. Dalam konteks
Indonesia, tanggung jawab ini juga mencakup kewajiban melayani pasien sesuai aturan, berkontribusi
terhadap program kesehatan publik, serta menjaga kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis
kesehatan.

Kesetaraan dan kewajaran berkaitan dengan fairness. Rumah sakit harus menghindari
diskriminasi, menyediakan mekanisme pelayanan yang adil, serta mengelola hubungan tenaga kerja,
vendor, pasien, dan profesi secara proporsional. Fairness menjadi semakin relevan ketika rumah sakit
menggunakan algoritma. Model prediksi dapat menghasilkan bias bila data latih tidak mewakili
populasi tertentu. Karena itu, governance digital harus menempatkan fairness sebagai isu
keselamatan dan etika.

Selain prinsip klasik tersebut, rumah sakit modern memerlukan prinsip safety, learning,
resilience, stewardship, dan person-centeredness. Safety berarti setiap keputusan strategis diuji
dampaknya terhadap keselamatan pasien. Learning berarti organisasi membangun kemampuan
belajar dari data, audit, near miss, keluhan, dan pengalaman staf. Resilience berarti rumah sakit
mampu mempertahankan layanan ketika menghadapi pandemi, bencana, serangan siber, gangguan
pasokan, atau lonjakan pasien. Stewardship berarti pimpinan mengelola aset, dana, SDM, data, dan
lingkungan untuk kepentingan jangka panjang, bukan sekadar hasil tahunan. Person-centeredness
berarti pasien dan keluarga dipandang sebagai mitra, bukan objek layanan.

Dalam praktik, prinsip-prinsip tersebut sering berkonflik. Transparansi harus diseimbangkan
dengan kerahasiaan; efisiensi dengan kapasitas cadangan; standardisasi dengan professional
judgment; kecepatan inovasi dengan keselamatan; target produktivitas dengan kesejahteraan staf.
Governance bukan proses menghilangkan konflik, melainkan proses membuat trade-off secara
eksplisit, berbasis nilai, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai contoh, sebuah rumah sakit berencana mengurangi jumlah staf malam untuk
menghemat biaya. Secara finansial keputusan itu tampak masuk akal. Namun governance yang baik
menuntut analisis dampak terhadap risiko jatuh, medication error, respons terhadap deteriorasi
pasien, beban kerja, overtime, dan burnout. Jika penghematan menghasilkan peningkatan kejadian
tidak diharapkan, maka keputusan yang semula dianggap efisien sebenarnya menciptakan biaya klinis
dan reputasional lebih besar. Dengan kata lain, governance membantu organisasi memahami total
value, bukan sekadar biaya langsung.
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4. Corporate Governance dan Hubungan Pemilik-Dewan-Direksi

Corporate governance dalam rumah sakit membahas hubungan antara pemilik, dewan pengawas
atau governing body, dan direksi. Dalam rumah sakit milik pemerintah, bentuk hubungan ini
dipengaruhi ketentuan tata kelola publik dan, untuk BLU atau BLUD, aturan pengelolaan keuangan.
Dalam rumah sakit swasta, hubungan dipengaruhi bentuk badan hukum, struktur kepemilikan, dan
misi organisasi. Meskipun bentuknya berbeda, problem governance yang dihadapi relatif serupa:
bagaimana memastikan bahwa pemilik dapat menentukan arah tanpa melakukan micro-
management, bahwa direksi memiliki ruang profesional untuk mengelola, dan bahwa dewan
pengawas benar-benar menjalankan fungsi oversight.

Board atau dewan seharusnya bukan forum seremonial. Dewan perlu memiliki agenda yang
seimbang antara strategi, keuangan, mutu, keselamatan, SDM, risiko, dan kepatuhan. Bila seluruh
rapat dewan habis untuk membahas laporan pendapatan, okupansi, proyek gedung, dan pengadaan,
maka aspek yang paling menentukan misi rumah sakit justru tidak mendapat perhatian. Joint
Commission menekankan bahwa governing body pada akhirnya bertanggung jawab atas mutu dan
keselamatan pasien. Implikasinya, board perlu memiliki literasi klinis yang cukup untuk membaca
indikator dan mengajukan pertanyaan kritis, meskipun anggotanya bukan dokter.

Kompetensi board menjadi isu sentral. Dewan idealnya memiliki kombinasi kemampuan
finansial, hukum, klinis, strategi, teknologi, SDM, dan tata kelola risiko. Komposisi yang terlalu
homogen memperbesar blind spot. Di era digital, dewan juga membutuhkan literasi mengenai
keamanan siber, data governance, dan Al. Tidak semua anggota harus menjadi ahli, tetapi board perlu
mampu memahami apa yang tidak diketahuinya dan kapan harus meminta second opinion
independen.

Hubungan board dan direktur utama perlu dibangun di atas trust with verification. Dewan
memberi kepercayaan kepada manajemen untuk menjalankan rumah sakit, tetapi kepercayaan
tersebut harus didukung data yang tervalidasi. Dashboards board sebaiknya tidak terlalu banyak,
namun mencakup indikator yang benar-benar material: mortalitas terstandar, adverse events serius,
infeksi, readmission, komplain, waktu tunggu kritis, workforce turnover, financial sustainability, cyber
incidents, serta kemajuan strategi. Indikator hendaknya dilihat sebagai tren dan dibandingkan dengan
benchmark, bukan angka tunggal.

Masalah agency juga relevan. Direksi dapat mempunyai kepentingan untuk menampilkan kinerja
secara positif, sedangkan unit operasional mungkin takut melaporkan masalah. Karena itu, dewan
membutuhkan jalur assurance yang tidak hanya berasal dari manajemen. Internal audit, komite mutu,
risk committee, whistleblowing, patient feedback, serta evaluasi eksternal memberi perspektif
tambahan. Dalam organisasi matang, informasi buruk tidak dianggap ancaman bagi reputasi board,
tetapi sebagai bahan untuk melindungi reputasi sebelum risiko membesar.

Dewan juga bertanggung jawab menjaga succession dan leadership continuity. Rumah sakit yang
terlalu bergantung pada satu direktur atau satu dokter superstar mempunyai key-person risk yang
tinggi. Governance harus memastikan terdapat pengembangan pemimpin, dokumentasi
pengetahuan, sistem delegasi, dan perencanaan suksesi. Ini penting karena kontinuitas layanan
kesehatan tidak boleh tergantung pada figur tunggal.
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Contoh sederhana dapat menggambarkan fungsi governance. Bayangkan sebuah rumah sakit
swasta tumbuh cepat dan pemilik ingin membuka tiga cabang dalam dua tahun. Secara bisnis
peluangnya menarik. Namun dewan yang efektif akan meminta analisis kesiapan SDM spesialis,
standar klinis lintas cabang, sistem rujukan, kemampuan IT, kebutuhan modal, risiko mutu, supply
chain, dan kapasitas kepemimpinan. Bila ekspansi dilakukan lebih cepat daripada kemampuan
organisasi menjaga standar, pertumbuhan justru menggerus reputasi. Corporate governance yang
baik mengubah pertanyaan dari “dapatkah kita tumbuh?” menjadi “dapatkah kita tumbuh dengan
aman, berkelanjutan, dan konsisten dengan misi?”

5. Clinical Governance sebagai Jantung Tata Kelola Rumah Sakit

Jika corporate governance memberikan kerangka arah dan pengawasan organisasi, clinical
governance memastikan bahwa kualitas pelayanan klinis benar-benar terjaga di titik pelayanan.
Konsep clinical governance berkembang kuat di Inggris sejak akhir 1990-an sebagai mekanisme agar
organisasi kesehatan bertanggung jawab untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan dan
menjaga standar pelayanan tinggi. Dalam praktik internasional, clinical governance mencakup
kepemimpinan klinis, credentialing, audit klinis, evidence-based practice, manajemen risiko klinis,
pembelajaran dari insiden, pendidikan berkelanjutan, serta pelibatan pasien.

Di Indonesia, pemahaman clinical governance secara historis banyak terhubung dengan komite
medik dan komite keperawatan. Permenkes No. 6 Tahun 2026 mengintegrasikan kerangka rumah sakit
dan mencabut sejumlah regulasi lama termasuk Permenkes 755/2011 dan Permenkes 49/2013. Hal
ini menandai kebutuhan untuk membaca kembali governance klinis sebagai satu kesatuan dengan
hospital governance, bukan sebagai wilayah profesi yang berjalan paralel.

Credentialing adalah mekanisme penting karena rumah sakit harus memastikan bahwa tenaga
kesehatan yang memberikan pelayanan benar-benar kompeten untuk tindakan yang dilakukan.
Memiliki ijazah dan registrasi tidak otomatis berarti setiap orang berwenang melakukan semua
tindakan. Kewenangan klinis perlu disesuaikan dengan pendidikan, kompetensi, pengalaman, rekam
jejak, dan fasilitas yang tersedia. Re-credentialing memastikan bahwa kewenangan tersebut
dievaluasi secara berkala berdasarkan kinerja aktual.

Audit klinis berbeda dengan audit administrasi. Tujuannya bukan mencari kesalahan individu,
tetapi membandingkan praktik dengan standar dan menemukan peluang perbaikan. Audit dapat
mencakup penggunaan antibiotik, kepatuhan bundle pencegahan infeksi, waktu door-to-needle,
mortalitas operasi, kepatuhan informed consent, atau ketepatan penggunaan transfusi. Governance
yang matang memastikan hasil audit tidak berhenti sebagai presentasi, tetapi menghasilkan tindakan,
perubahan sistem, dan audit ulang.

Clinical governance juga membutuhkan multidisciplinary accountability. Pelayanan pasien jarang
merupakan hasil satu profesi. Seorang pasien stroke, misalnya, membutuhkan dokter IGD, neurolog,
radiologi, perawat, laboratorium, farmasi, rehabilitasi, case manager, dan administrasi. Kegagalan
satu titik dapat menggagalkan seluruh pathway. Karena itu, governance klinis harus bergerak dari
pengawasan per profesi menuju pengawasan terhadap clinical pathway dan outcome lintas profesi.
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Budaya keselamatan menjadi fondasi. Staf harus dapat melaporkan near miss tanpa takut
dihukum secara tidak adil. Namun just culture bukan berarti semua kesalahan dimaafkan. Just culture
membedakan human error, at-risk behavior, dan reckless behavior. Respons organisasi disesuaikan
dengan sifat perilaku dan kontribusi sistem. Pendekatan ini penting untuk mencegah dua ekstrem:
budaya menyalahkan yang membuat insiden disembunyikan, dan budaya permisif yang
menghilangkan tanggung jawab profesional.

Dalam governance klinis masa depan, outcome pasien akan semakin menjadi pusat. Rumah sakit
tidak cukup melaporkan volume tindakan; perlu ditanyakan apakah pasien benar-benar membaik,
apakah fungsi pulih, apakah komplikasi berkurang, dan bagaimana pengalaman pasien. Patient-
reported outcome measures dan patient-reported experience measures semakin relevan untuk
melengkapi indikator klinis tradisional. Dengan demikian, kualitas tidak lagi ditentukan hanya oleh apa
yang dikerjakan rumah sakit, tetapi oleh nilai yang benar-benar diterima pasien.

6. Patient Safety Governance: Dari Insiden menuju Organisasi Pembelajar

Keselamatan pasien sering diperlakukan sebagai program, padahal seharusnya dipahami sebagai
sistem governance. Program dapat memiliki masa berlaku, ketua, dan anggaran; governance
menentukan bagaimana keselamatan menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan. WHO Global
Patient Safety Action Plan 2021-2030 mengarahkan negara dan organisasi untuk menghilangkan harm
yang dapat dihindari melalui kebijakan, sistem, budaya, dan praktik yang lebih aman. Pesan
pentingnya ialah bahwa keselamatan pasien bukan akibat keberuntungan atau kehebatan individu,
melainkan hasil desain organisasi.

Patient safety governance memerlukan strukturyang jelas: siapa menerima laporaninsiden, siapa
menilai severity, siapa melakukan root cause analysis, bagaimana rekomendasi diprioritaskan, siapa
memastikan tindakan selesai, dan bagaimana board memperoleh assurance. Banyak organisasi gagal
bukan karena tidak pernah menganalisis insiden, tetapi karena rekomendasi tidak diimplementasikan
atau tidak diuji efektivitasnya. Governance perlu menutup loop pembelajaran.

Perbedaan antara lagging dan leading indicators penting. Lagging indicators menunjukkan hasil
yang sudah terjadi seperti infeksi, medication error, jatuh, pressure injury, atau kematian. Leading
indicators menunjukkan kondisi yang dapat memprediksi risiko, misalnya kepatuhan hand hygiene,
staffing ratio, keterlambatan respons, gangguan alat, kompetensi staf, atau backlog maintenance.
Board yang hanya melihat indikator kejadian akan selalu terlambat. Governance modern memonitor
kedua jenis indikator.

Kejadian serius membutuhkan keterbukaan yang proporsional. Pasien dan keluarga berhak
memperoleh penjelasan yang jujur ketika terjadi harm. Open disclosure harus dilakukan dengan
empati, fakta yang tersedia, komitmen tindak lanjut, serta tanpa spekulasi. Transparansi yang baik
dapat menjaga kepercayaan, sedangkan defensiveness sering memperburuk konflik. Karena itu,
kemampuan berkomunikasi setelah insiden merupakan kompetensi governance.

Human factors engineering memperluas pemahaman keselamatan. Kesalahan tidak selalu
disebabkan kurang pengetahuan; sering terjadi karena desain interface, alarm overload, kemiripan
kemasan obat, layout ruangan, fatigue, interupsi, atau ketidaksesuaian workflow. Governance perlu
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memastikan bahwa perbaikan tidak berhenti pada pelatihan ulang. Bila sistem tidak berubah, insiden
akan berulang dengan orang berbeda.

Salah satu contoh klasik adalah medication error akibat dua obat dengan nama atau kemasan
mirip. Respons lemah adalah mengingatkan perawat agar lebih hati-hati. Respons governance yang
lebih matang mencakup redesign penyimpanan, barcode medication administration, tall-man
lettering, independent double check untuk obat risiko tinggi, dan pemantauan near miss. Fokus
berpindah dari “siapa salah” ke “mengapa sistem memungkinkan kesalahan”.

Keselamatan juga berkaitan dengan keselamatan staf. Burnout, kekerasan di tempat kerja,
kelelahan, dan beban kerja berlebihan memengaruhi kemampuan tenaga kesehatan menjaga
perhatian. Rumah sakit yang menuntut zero harm tetapi mengabaikan kondisi kerja menciptakan
kontradiksi. Patient safety dan workforce safety perlu dipandang sebagai dua sisi dari sistem yang
sama.

7. Financial Governance dan Stewardship: Menjaga Misi di Tengah Tekanan
Biaya

Keuangan bukan musuh pelayanan klinis. Tanpa kesehatan finansial, rumah sakit tidak dapat
membayar tenaga, memelihara alat, membeli obat, memperbarui teknologi, atau menyiapkan
kapasitas darurat. Masalah muncul ketika ukuran finansial menjadi tujuan tunggal. Hospital
governance harus memandang keuangan sebagai stewardship: bagaimana sumber daya terbatas
digunakan untuk menciptakan nilai kesehatan terbesar secara berkelanjutan.

Financial governance mencakup budgeting, capital allocation, cost control, revenue cycle,
procurement, fraud prevention, investasi, dan pelaporan. Board perlu memastikan terdapat kontrol
internal yang memadai, pemisahan fungsi, audit, dan mitigasi conflict of interest. Namun pendekatan
modern perlu melangkah lebih jauh dengan menghubungkan keputusan anggaran pada outcome
klinis.

Sebagai contoh, penggantian alat radiologi tidak cukup dinilai dari harga beli dan depresiasi.
Analisis perlu mempertimbangkan downtime, biaya maintenance, throughput, dosis radiasi,
ketepatan diagnostik, interoperabilitas, kebutuhan SDM, cyber security, dan usia teknologi. Dengan
demikian, capital governance menjadi keputusan value-based, bukan procurement-based.

Hubungan dengan pembayar juga memengaruhi perilaku organisasi. Sistem fee-for-service
cenderung mendorong volume, sedangkan bundled payment atau value-based payment mendorong
efisiensi dan outcome. Dalam konteks JKN, rumah sakit perlu mengelola keseimbangan antara akses,
tarif, efisiensi, mutu, dan keberlanjutan. Governance harus mencegah upaya efisiensi berubah
menjadi under-service atau cost shifting yang merugikan pasien.

Pencegahan fraud merupakan elemen penting. Kompleksitas coding, klaim, pengadaan, dan
penggunaan alat menciptakan peluang moral hazard. Anti-fraud governance memerlukan data
analytics, segregation of duties, whistleblowing, audit klinis-finansial, dan tone at the top. Penting pula
untuk membedakan fraud dari error administratif. Sistem yang terlalu represif dapat membuat staf
takut melaporkan kesalahan, sedangkan sistem terlalu longgar meningkatkan risiko penyimpangan.
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Board juga perlu memiliki perspektif jangka panjang. Penghematan maintenance, pengurangan
training, atau penundaan pembaruan IT mungkin memperbaiki laporan keuangan tahun berjalan,
tetapi menciptakan technical debt. Konsep technical debt biasanya digunakan dalam teknologi,
namun berlaku juga pada fasilitas dan SDM. Rumah sakit yang menunda investasi keselamatan
akhirnya membayar lebih mahal melalui kegagalan alat, cyber incident, turnover, atau kejadian klinis.

Financial governance masa depan perlu menggunakan integrated performance model. Margin,
cash flow, dan days in accounts receivable tetap penting, tetapi dipantau bersama quality outcomes,
workforce metrics, patient experience, dan sustainability. Ini menghindari ilusi bahwa rumah sakit
sehat secara finansial ketika sebenarnya sedang mengorbankan aset manusia dan mutu klinis.

8. Human Capital Governance: Mengelola Kompetensi, Kesejahteraan, dan
Profesionalisme

Rumah sakit adalah organisasi berbasis pengetahuan. Gedung dan alat penting, tetapi nilai klinis
diciptakan oleh manusia yang bekerja dalam tim. Karena itu, human capital governance tidak boleh
direduksi menjadi administrasi kepegawaian. la mencakup strategic workforce planning, kompetensi,
credentialing, succession, well-being, professional conduct, leadership development, dan desain
kerja.

Tantangan utama rumah sakit adalah mismatch antara kebutuhan layanan dan ketersediaan
tenaga. Kekurangan dokter spesialis, perawat tertentu, radiografer, tenaga farmasi, atau teknisi dapat
menciptakan bottleneck. Governance yang baik menggunakan proyeksi demand, workload, pola
epidemiologi, serta rencana ekspansi untuk menghitung kebutuhan SDM, bukan sekadar mengisi
formasi historis.

Kompetensi harus dikelola sepanjang siklus karier. Rekrutmen menjawab apakah seseorang
memenuhi syarat awal; governance harus menjawab apakah kompetensi tetap relevan ketika
teknologi berubah. Misalnya, digital pathology, robotic surgery, dan Al decision support membutuhkan
kompetensi baru. Continuous professional development harus dihubungkan dengan kebutuhan
layanan dan risiko organisasi.

Burnout merupakan isu governance karena berpengaruh pada retention dan patient safety.
Indikator seperti turnover, sick leave, overtime, fatigue, engagement, dan psychological safety perlu
masuk dashboard manajemen. Pemimpin harus membedakan resilience individual dengan kondisi
sistem. Mengajarkan mindfulness kepada tenaga yang terus-menerus bekerja di bawah staffing yang
tidak aman bukan solusi governance.

Professionalism juga memerlukan mekanisme yang adil. Konflik antar dokter, perilaku
disrespectful, bullying, atau abuse of hierarchy dapat merusak teamwork dan keselamatan. Rumah
sakit memerlukan code of conduct, mekanisme pengaduan, due process, dan restorative approach
ketika tepat. Senioritas tidak boleh memberikan kekebalan dari standar perilaku.

Leadership pipeline perlu dibangun dari klinisi dan manajer. Banyak rumah sakit mengangkat
dokter terbaik menjadi kepala unit tanpa persiapan manajerial. Padahal clinical excellence berbeda
dari leadership competence. Kepala instalasi perlu memahami budget, HR, quality improvement,
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komunikasi, conflict management, dan data. Governance harus menyediakan program
pengembangan, mentoring, dan evaluasi kepemimpinan.

Dalam masa depan, human capital governance juga akan berhadapan dengan human-Al
collaboration. Sebagian tugas administrasi dan analitik dapat diotomatisasi. Tantangannya bukan
sekadar mengganti tenaga dengan teknologi, tetapi merancang ulang pekerjaan agar Al mengambil
beban rutin sementara manusia fokus pada empati, judgment, dan koordinasi. Keputusan tersebut
harus melibatkan tenaga klinis agar teknologi tidak memperburuk workflow.

9. Data, Digital, dan Al Governance dalam Rumah Sakit

Digitalisasi mengubah rumah sakit dari organisasi yang menghasilkan banyak dokumen menjadi
organisasi yang menghasilkan data dalam skala sangat besar. Electronic medical records, imaging,
laboratory systems, monitoring devices, wearables, billing systems, dan platform telemedicine
menciptakan data yang dapat meningkatkan keputusan. Namun nilai data tidak muncul otomatis.
Data yang tidak akurat, tidak interoperabel, atau tidak aman dapat memperbesar risiko.

Data governance menjawab siapa pemilik data, siapa steward, bagaimana definisi data
disepakati, siapa boleh mengakses, bagaimana kualitas diukur, berapa lama disimpan, dan
bagaimana data digunakan untuk penelitian atau Al. Dalam rumah sakit, ownership perlu dipahami
hati-hati. Data klinis berkaitan dengan pasien, tetapi organisasi bertanggung jawab atas penyimpanan
dan penggunaan sesuai hukum. Hak akses harus berbasis kebutuhan, role, dan tujuan yang sah.

Cybersecurity kini merupakan patient safety issue. Serangan ransomware dapat menghentikan
akses rekam medis, laboratorium, radiologi, bahkan sistem obat. Jika sistem digital kritis tidak
tersedia, risiko klinis meningkat. Karena itu, cyber risk perlu dilaporkan ke board, diuji melalui business
continuity plan, backup, incident response, patch management, identity management, dan simulasi
downtime.

Al menambah lapisan governance baru. WHO menekankan bahwa Al untuk kesehatan harus
dikelola agar melindungi otonomi manusia, keselamatan, transparansi, tanggung jawab, inklusivitas,
dan keberlanjutan. Rumah sakit tidak cukup membeli sistem Al karena vendor menyatakan akurasinya
tinggi. Organisasi perlu memahami intended use, populasi validasi, risiko bias, data drift, false
positive, false negative, explainability, human oversight, dan jalur eskalasi.

Kerangka Al governance rumah sakit sebaiknya membedakan tiga fase: pre-deployment,
deployment, dan post-deployment. Pada pre-deployment dilakukan clinical need assessment,
evidence review, privacy impact assessment, cyber review, bias assessment, legal review, dan
penetapan accountability. Pada deployment dilakukan integrasi workflow, pelatihan pengguna,
kontrol akses, dan monitoring. Setelah deployment, performance Al harus diaudit terhadap data lokal,
termasuk subgroup performance dan perubahan distribusi data.

Generative Al menimbulkan risiko tambahan karena dapat menghasilkan hallucination,
mengungkap data sensitif, atau membuat rekomendasi yang tampak meyakinkan tetapi salah.
Penggunaan untuk drafting discharge summary, komunikasi pasien, atau decision support
memerlukan human review. Rumah sakit perlu menetapkan daftar penggunaan yang diperbolehkan,
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dilarang, dan memerlukan persetujuan khusus. Shadow Al, yaitu penggunaan aplikasi Al tanpa
pengawasan, perlu ditangani melalui edukasi dan alternatif resmi, bukan hanya larangan.

Pada 2026, literatur mulai berkembang menuju maturity model Al governance untuk healthcare
systems. Hussein et al. (2026) mengusulkan pendekatan bertingkat untuk menilai kematangan
governance Al. Implikasinya bagi rumah sakit adalah bahwa governance digital tidak dapat dibangun
sekaligus. Organisasi dapat mulai dari inventarisasi aplikasi Al, penetapan komite lintas disiplin, risk
classification, dokumentasi model, monitoring outcome, dan mekanisme incident reporting.

Masa depan rumah sakit akan semakin bersifat algorithmically augmented. Namun keputusan
final tentang care harus tetap berada dalam kerangka akuntabilitas manusia dan institusi. Pertanyaan
penting bukan “apakah Al lebih pintar daripada dokter?”, melainkan “siapa bertanggung jawab ketika
Al ikut memengaruhi keputusan, dan bagaimana organisasi memastikan bahwa manfaatnya lebih
besar daripada risikonya?” ltulah inti Al governance.

10. Governance Risiko, Krisis, dan Ketahanan Rumah Sakit

Rumah sakit menghadapi spektrum risiko yang sangat luas: risiko klinis, operasional, finansial,
hukum, reputasi, teknologi, SDM, supply chain, bencana, infeksi emerging, dan keamanan fisik.
Enterprise risk management membantu organisasi melihat risiko sebagai portofolio yang saling
berkaitan. Governance risiko berarti board dan manajemen menyepakati risk appetite, menetapkan
prioritas, menugaskan risk owners, dan memantau mitigasi.

Risk register hanya berguna bila menjadi alat pengambilan keputusan. Banyak organisasi memiliki
risk register panjang tetapi statis. Governance yang matang mempertanyakan perubahan likelihood,
impact, velocity, interdependency, dan control effectiveness. Risiko serangan siber, misalnya, dapat
memicu kegagalan operasional, kehilangan pendapatan, masalah keselamatan pasien, tuntutan
hukum, dan reputasi sekaligus.

Pandemi COVID-19 memperlihatkan pentingnya resilience. Rumah sakit membutuhkan surge
capacity, fleksibilitas ruang, supply chain alternatif, cross-training tenaga, command structure,
komunikasi krisis, dan kemampuan mengubah model pelayanan dengan cepat. Resilience berbeda
dari efisiensi maksimal. Sistem yang terlalu lean dapat kehilangan redundancy yang dibutuhkan saat
krisis.

Business continuity planning harus mencakup skenario digital dan non-digital. Apa yang dilakukan
bila listrik padam, HIS down, jaringan internet terputus, oksigen terganggu, atau akses gedung
terhambat? Simulasi perlu dilakukan secara berkala. Governance yang baik tidak menganggap
rencana dokumen sebagai bukti kesiapan; kesiapan hanya dapat dinilai melalui latihan dan evaluasi.

Supply chain governance semakin penting karena rumah sakit bergantung pada obat, alat
kesehatan, reagen, perangkat digital, dan vendor cloud. Ketergantungan pada satu pemasok kritis
meningkatkan risiko. Procurement perlu mempertimbangkan resiliency criteria, bukan hanya harga.
Untuk item tertentu, organisasi perlu memiliki safety stock, dual sourcing, atau kontrak kontinjensi.

Climate-related risks juga mulai relevan. Cuaca ekstrem dapat meningkatkan demand pasien,
mengganggu rantai pasok, meningkatkan kebutuhan pendinginan, atau merusak infrastruktur. Rumah
sakit di daerah rawan banjir, gempa, atau kebakaran perlu memasukkan climate and disaster risk ke
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dalam capital planning. Resilience governance dengan demikian menghubungkan fasilitas, keuangan,
SDM, teknologi, dan emergency management.

Krisis reputasi juga perlu dikelola. Ketika insiden besar terjadi, organisasi harus bertindak cepat,
jujur, dan terkoordinasi. Komunikasi yang defensif atau informasi yang saling bertentangan dapat
memperburuk keadaan. Crisis governance harus menetapkan spokesperson, escalation pathway,
keterlibatan regulator, dukungan kepada pasien/keluarga, dan mekanisme pembelajaran setelah
krisis.

11. Ethical Governance, Hak Pasien, dan Kepercayaan Publik

Rumah sakit tidak hanya dikelola melalui hukum dan angka; ia juga dikelola melalui keputusan
moral. Hampir setiap hari terdapat dilema antara otonomi pasien, beneficence, non-maleficence,
justice, keterbatasan sumber daya, dan kepentingan keluarga. Ethical governance menyediakan
struktur agar dilema tersebut dibahas secara konsisten dan tidak hanya bergantung pada intuisi
individu.

Hak pasien merupakan bagian inti governance. Informed consent bukan sekadar tanda tangan
formulir, tetapi proses komunikasi agar pasien memahami pilihan, manfaat, risiko, dan alternatif. Pada
pasien dengan keterbatasan kapasitas, governance harus menjamin mekanisme surrogate decision
making yang sesuai. Untuk tindakan berisiko tinggi atau eksperimental, standar informasi perlu lebih
kuat.

Privacy dan confidentiality menjadi semakin penting pada era digital. Data kesehatan dapat
menimbulkan stigma, diskriminasi, atau kerugian bila disalahgunakan. Akses terhadap rekam medis
perlu menggunakan prinsip least privilege. Penggunaan data untuk penelitian, analytics, atau Al harus
memiliki dasar yang jelas, pengamanan, dan transparansi yang memadai.

Conflict of interest juga merupakan isu etika. Dokter dapat memiliki hubungan dengan
perusahaan farmasi atau alat kesehatan; manajer procurement dapat memiliki hubungan dengan
vendor; board member dapat mempunyai kepentingan bisnis. Governance tidak selalu melarang
hubungan tersebut, tetapi harus memastikan disclosure, recusal, dan pengawasan.

Scarcity menimbulkan dilema alokasi. Ketika ICU penuh, siapa mendapat tempat? Ketika obat
sangat mahal, bagaimana prioritas ditentukan? Keputusan seperti ini sebaiknya tidak dibebankan
kepada dokter individual tanpa kerangka organisasi. Ethics committee dan kebijakan alokasi dapat
membantu menjaga fairness dan mengurangi moral distress.

Trust merupakan modal sosial rumah sakit. Kepercayaan dibangun melalui kompetensi,
kejujuran, fairness, dan konsistensi. Satu insiden yang ditangani dengan buruk dapat merusak
kepercayaan lebih besar daripadainsiden itu sendiri. Sebaliknya, organisasi yang mengakui kegagalan,
meminta maaf, memperbaiki sistem, dan melaporkan kemajuan dapat mempertahankan legitimasi.

Di era Al, ethical governance perlu mencakup pertanyaan mengenai automation bias. Apakah
dokter cenderung mengikuti rekomendasi sistem hanya karena terlihat objektif? Apakah pasien diberi
tahu bahwa Al digunakan? Siapa yang dapat menjelaskan rekomendasi? Bagaimana memastikan
kelompok minoritas tidak dirugikan? Pertanyaan ini menunjukkan bahwa etika harus menjadi bagian
desain teknologi, bukan review setelah implementasi.
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12. Patient-Centered Governance dan Keterlibatan Pasien

Rumah sakit tradisional sering memandang pasien sebagai penerima layanan pasif. Patient-
centered governance mengubah posisi ini dengan mengakui pasien dan keluarga sebagai sumber
pengetahuan. Mereka mengalami seluruh journey layanan dan dapat melihat masalah yang tidak
terlihat oleh manajemen. Keluhan, cerita pasien, PREMs, dan PROMs merupakan data governance
yang sama pentingnya dengan angka keuangan.

Keterlibatan pasien dapat dilakukan pada tiga level. Level pertama adalah individual care, ketika
pasien dilibatkan dalam shared decision making. Level kedua adalah service design, ketika pasien
dilibatkan dalam redesign alur, materi edukasi, ruang tunggu, atau portal digital. Level ketiga adalah
organizational governance, ketika perwakilan pasien atau komunitas terlibat dalam komite, advisory
council, atau forum kualitas.

Tidak semua keterlibatan otomatis bermakna. Tokenism terjadi ketika pasien diundang tetapi
tidak memiliki pengaruh nyata. Governance yang serius memberikan akses informasi, agenda yang
relevan, kemampuan bertanya, dan feedback tentang bagaimana masukan digunakan. Organisasi
perlu memastikan keterwakilan pasien tidak hanya berasal dari kelompok yang paling vokal atau
berpendidikan tinggi.

Patient experience sering disalahartikan sebagai kepuasan. Experience mengukur apa yang
benar-benar terjadi: apakah pasien mendapat informasi, apakah privasi dijaga, apakah staf
merespons, apakah discharge plan jelas. Satisfaction lebih subjektif dan dipengaruhi ekspektasi.
Governance sebaiknya menggunakan keduanya secara hati-hati.

Dalam kasus komplain, organisasi perlu memiliki sistem escalation dan learning. Komplain yang
berulang sering merupakan leading indicator masalah sistem. Misalnya, keluhan mengenai
keterlambatan discharge mungkin menunjukkan koordinasi antar dokter, farmasi, billing, dan
transport yang tidak efektif. Analisis komplain seharusnya mencari pola, bukan hanya menyelesaikan
kasus satu per satu.

Digital engagement menciptakan peluang dan risiko. Portal pasien, telemedicine, chatbot, dan
remote monitoring dapat meningkatkan akses, tetapi tidak semua pasien memiliki literasi digital yang
sama. Governance perlu menyediakan alternatif agar digitalisasi tidak menghasilkan exclusion.
Prinsip human-centered design penting untuk memastikan teknologi menyesuaikan kebutuhan
manusia.

Patient-centered governance pada akhirnya menggeser definisi keberhasilan rumah sakit.
Keberhasilan bukan hanya apakah prosedur selesai atau pasien keluar, tetapi apakah pelayanan
bermakna, aman, terkoordinasi, dan menghormati martabat. Perspektif ini menghubungkan
governance dengan pengalaman manusia yang menjadi alasan utama rumah sakit ada.

13. Sustainability Governance dan Rumah Sakit Hijau

Rumah sakit mempunyai paradoks lingkungan. Misinya meningkatkan kesehatan, tetapi operasi
rumah sakit dapat menghasilkan konsumsi energi tinggi, limbah medis, penggunaan plastik, emisi
transportasi, dan jejak karbon dari supply chain. Sustainability governance diperlukan agar dampak
lingkungan dipertimbangkan sebagai bagian dari tanggung jawab kesehatan.
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Penelitian van Schie et al. (2024) menunjukkan bahwa implementasi sustainability di rumah sakit
dipengaruhi faktor governance seperti leadership commitment, struktur tanggung jawab, integrasi ke
strategi, resources, dan accountability. Temuan ini sejalan dengan logika bahwa sustainability tidak
akan bertahan bila hanya menjadi proyek voluntaristik beberapa staf.

Board perlu menetapkan tujuan lingkungan yang realistis dan terukur, misalnya efisiensi energi,
pengurangan limbah, procurement berkelanjutan, pengelolaan air, dan transportasi rendah emisi.
Namun sustainability tidak boleh mengorbankan infection prevention atau patient safety. Contohnya,
pengurangan produk sekali pakai harus mempertimbangkan evidence mengenai sterilitas dan
lifecycle impact.

Green procurement memiliki leverage besar karena banyak emisi sektor kesehatan berasal dari
supply chain. Kriteria pengadaan dapat mencakup efisiensi energi alat, durabilitas, reparability,
kemasan, dan kebijakan vendor. Life-cycle costing lebih tepat daripada harga beli karena
mempertimbangkan biaya penggunaan, pemeliharaan, energi, dan disposal.

Fasilitas rumah sakit juga perlu dirancang untuk climate resilience. Sistem pendinginan, ventilasi,
air, listrik cadangan, drainase, dan lokasi aset kritis harus memperhitungkan kondisi ekstrem. Rumah
sakit yang menjadi pusat respons bencana justru tidak boleh menjadi fasilitas pertama yang lumpuh.

Sustainability governance mempunyai dimensi sosial. Rumah sakit adalah pemberi kerja besar
dan anchor institution di banyak daerah. Kebijakan employment, local procurement, pendidikan
kesehatan, dan community partnership dapat memberikan dampak luas. Dengan demikian,
sustainability bukan sekadar environmental agenda, tetapi integrasi environmental, social, dan
economic stewardship.

Masa depan akan menuntut rumah sakit mengukur bukan hanya clinical footprint tetapi juga
ecological footprint. Transformasi ini dapat memperkuat efisiensi, reputasi, dan resilience. Namun
keberhasilannya memerlukan data yang dapat dipercaya, target yang jelas, dan tanggung jawab di
tingkat board.

14. Akreditasi, Regulasi, dan Assurance: Dari Kepatuhan menuju Perbaikan

Akreditasi dan regulasi mempunyai peran penting dalam governance karena menetapkan
minimum expectations. Namun rumah sakit dapat terjebak pada compliance mentality:
mempersiapkan dokumen ketika survei mendekat, lalu kembali ke kebiasaan lama. Governance yang
matang menggunakan standar sebagai baseline, bukan tujuan akhir.

Assurance adalah konsep yang lebih luas daripada audit. Board perlu memperoleh keyakinan
yang reasonable bahwa sistem berjalan. Sumber assurance dapat berasal dari management reports,
internal audit, clinical audit, external accreditation, regulator findings, patient feedback, incident
trends, dan benchmarking. Triangulasi penting karena satu sumber dapat bias.

Kepatuhan dokumentasi harus terhubung dengan praktik. SOP yang sempurna tidak berguna bila
tidak diketahui staf atau tidak sesuai workflow. Governance perlu menggunakan tracers, observation,
simulation, chart review, dan staff interviews untuk menilai apakah kebijakan hidup di lapangan. Gap
antara work-as-imagined dan work-as-done sering menjadi sumber risiko.
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Perubahan regulasi perlu dikelola sistematis. Regulatory watch membantu rumah sakit
mengidentifikasi aturan baru, menilai gap, menetapkan owner, dan memonitor implementasi.
Permenkes No. 6 Tahun 2026, misalnya, mempunyai implikasi terhadap peraturan internal, struktur
organisasi, tata kelola staf medis dan tenaga kesehatan, serta hubungan pemilik-pimpinan. Rumah
sakit perlu melakukan mapping terhadap hospital bylaws, medical staff rules, nursing/professional
governance, dan kebijakan internal.

Akreditasi internasional atau nasional dapat memperkuat disiplin, tetapi tidak boleh
menggantikan ownership internal terhadap mutu. Rumah sakit yang benar-benar aman akan tetap
melakukan audit dan perbaikan meskipun tidak ada surveor. Hal ini menandai pergeseran dari
compliance culture menuju quality culture.

Board juga perlu menghindari assurance overload. Terlalu banyak laporan dapat menutupi isu
penting. Prinsip materiality membantu memilih risiko yang benar-benar signifikan. Dashboard yang
ringkas, tren, dan exception-based reporting sering lebih berguna daripada ratusan halaman laporan.

Regulasi masa depan kemungkinan semakin data-driven. Dengan integrasi sistem informasi,
regulator dapat memperoleh indikator secara lebih real-time. Ini meningkatkan transparansi tetapi
juga menuntut data quality dan definisi yang konsisten. Rumah sakit harus memandang data
governance sebagai bagian dari compliance readiness.

15. Tantangan Tata Kelola Rumah Sakit di Indonesia

Indonesia memiliki keragaman rumah sakit yang sangat besar, dari rumah sakit nasional rujukan
hingga rumah sakit daerah terpencil, dari rumah sakit pendidikan hingga rumah sakit swasta kecil.
Karena itu, penerapan governance tidak dapat dilakukan dengan pendekatan one-size-fits-all. Namun
prinsip dasarnya tetap sama: kejelasan kewenangan, akuntabilitas, profesionalisme, keselamatan,
dan keberlanjutan.

Tantangan pertama adalah dual accountability pada rumah sakit publik. Direksi dapat
menghadapi tuntutan birokrasi pemerintah sekaligus kebutuhan fleksibilitas operasional. BLUD
dimaksudkan memberi fleksibilitas tertentu, tetapi pelaksanaan sering tetap dipengaruhi prosedur
administratif. Governance perlu menjaga keseimbangan antara public accountability dan managerial

agility.

Tantangan kedua adalah hubungan pemilik-profesi pada rumah sakit swasta. Rumah sakit yang
sangat doctor-driven dapat menghadapi kesulitan dalam standardisasi, sementara rumah sakit yang
terlalu business-driven berisiko menekan profesionalisme. Hospital bylaws dan clinical governance
perlu menjadi mekanisme mediasi antara kepentingan bisnis dan kepentingan klinis.

Tantangan ketiga adalah disparitas SDM. Rumah sakit di kota besar memiliki akses lebih baik
terhadap spesialis dan teknologi, sedangkan daerah tertentu menghadapi kekurangan tenaga.
Governance harus realistis terhadap kapasitas lokal dan membangun jejaring rujukan, telemedicine,
serta kemitraan pendidikan. Meniru struktur rumah sakit besar tanpa sumber daya yang sepadan
dapat menghasilkan compliance on paper.

Tantangan keempat adalah kualitas data. Banyak indikator rumah sakit masih dikumpulkan
manual atau berada di sistem yang tidak terintegrasi. Data yang terlambat atau tidak konsisten
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melemahkan governance. Transformasi digital seharusnya memprioritaskan interoperability dan data
quality sebelum mengejar Al yang kompleks.

Tantangan kelima adalah budaya hierarkis. Dalam lingkungan yang sangat hierarkis, staf junior
mungkin enggan mempertanyakan senior walaupun melihat risiko. Patient safety membutuhkan
psychological safety agar setiap anggota tim berhak melakukan speak up. Intervensi seperti safety
huddle, structured communication, dan leadership walkround dapat membantu, tetapi perubahan
paling penting adalah respons pimpinan terhadap orang yang melaporkan masalah.

Tantangan keenam adalah fragmentation. Mutu, risiko, akreditasi, patient safety, infection
control, HR, IT, dan keuangan sering berjalan sebagai silo. Padahal satu risiko dapat melintasi semua
bidang. Governance perlu menggunakan integrated committees atau enterprise dashboards agar
informasi dapat dipadukan.

Tantangan ketujuh adalah tekanan biaya dan akses. Rumah sakit harus melayani pasien dengan
berbagai skema pembayaran dan tetap menjaga viability. Governance harus mencegah tekanan
finansial menurunkan mutu, tetapi juga mencegah inefisiensi yang mengancam keberlanjutan.

Tantangan kedelapan adalah kecepatan adopsi teknologi. Banyak solusi digital dipasarkan
sebagai jawaban cepat, tetapi integrasi yang buruk dapat menambah beban staf. Rumah sakit
memerlukan health technology assessment internal yang mempertimbangkan clinical evidence,
workflow, cost, privacy, cybersecurity, dan interoperability.

Dalam konteks ini, reformasi governance Indonesia sebaiknya berfokus pada capability building.
Regulasi penting, tetapi tidak cukup. Board, direksi, kepala unit, dan komite perlu dilatih memahami
governance, risk, quality, finance, digital, dan leadership. Investasi pada kompetensi governance
sama pentingnya dengan investasi gedung dan alat.

16. Hospital Governance menuju Hospital 5.0

Konsep Hospital 5.0 dapat dipahami sebagai fase ketika teknologi cerdas, otomatisasi, data real-
time, dan konektivitas tinggi dipadukan dengan human-centered care. Berbeda dengan digital hospital
yang berfokus pada digitalisasi proses, Hospital 5.0 menekankan integrasi teknologi dan
kemanusiaan. Karena itu, governance menjadi faktor penentu: semakin otonom teknologi, semakin
jelas accountability yang diperlukan.

Tata kelola masa depan akan bersifat real-time. Board dan manajemen tidak lagi menunggu
laporan bulanan untuk melihat risiko. Command center dapat menampilkan bed occupancy,
emergency flow, staffing, infection signals, critical equipment, dan patient deterioration secara
langsung. Namun real-time data menciptakan risiko information overload. Governance perlu
menetapkan indikator mana yang memerlukan escalation dan siapa yang harus bertindak.

Predictive governance akan berkembang. Data dapat digunakan untuk memperkirakan demand,
risiko readmission, kebutuhan ICU, atau kemungkinan stock-out. Keunggulan predictive analytics
adalah memungkinkan tindakan sebelum masalah terjadi. Namun model prediksi juga dapat salah.
Karena itu, model risk management dan human oversight tetap diperlukan.
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Governance juga akan menjadi more distributed. Keputusan tidak selalu menunggu hierarki
panjang. Tim klinis dapat diberi authority untuk melakukan improvement dalam guardrails tertentu. Ini
sejalan dengan konsep high reliability organization, di mana expertise dihargai dan decision making
dapatberpindah ke orang yang paling memahami situasi. Distributed governance memerlukan prinsip,
data, dan accountability yang kuat agar tidak berubah menjadi fragmentasi.

Interoperability akan menjadi isu strategis. Rumah sakit akan terhubung dengan laboratorium
eksternal, apotek, wearable, home care, insurer, platform nasional, dan ekosistem kesehatan lain.
Governance tidak lagi berhenti pada batas gedung. Data sharing agreements, cybersecurity, consent,
dan standards menjadi bagian dari ecosystem governance.

Value-based governance akan semakin penting. Rumah sakit perlu mengukur value sebagai
outcome yang bermakna bagi pasien relatif terhadap sumber daya yang digunakan. Konsep ini
mendorong integrasi clinical dan financial data. Board dapat menilai program bukan hanya dari
revenue, tetapi dari outcome, equity, patient experience, dan total cost of care.

Hospital 5.0 juga memerlukan governance of innovation. Sandbox internal dapat digunakan untuk
menguji teknologi dalam skala kecil dengan protokol keselamatan. Inovasi yang berhasil kemudian
ditingkatkan. Pendekatan ini lebih aman daripada mengimplementasikan teknologi secara luas tanpa
evaluasi lokal.

Akhirnya, governance masa depan harus menjaga human dignity. Semakin banyak proses
otomatis, semakin besar risiko pasien merasa menjadi nhomor atau data point. Rumah sakit harus
memastikan teknologi membebaskan waktu tenaga kesehatan untuk interaksi bermakna, bukan justru
menambah layar dan mengurangi hubungan manusia. Teknologi terbaik adalah teknologi yang
memperkuat care, bukan menggantikannya.

17. Kerangka Integratif: Delapan Domain Tata Kelola Rumah Sakit Masa
Depan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, hospital governance masa depan dapat diringkas ke
dalam delapan domain yang saling terhubung. Pertama, strategic and corporate governance, yang
mengatur arah, mandat, hubungan pemilik-board-direksi, dan stewardship organisasi. Kedua, clinical
governance, yang menjaga profesionalisme, standar klinis, credentialing, audit, dan outcome. Ketiga,
patient safety and quality governance, yang mengelola risiko, insiden, pembelajaran, dan
improvement.

Keempat, financial and resource governance, yang memastikan keberlanjutan finansial,
pengadaan yang berintegritas, capital allocation, dan value. Kelima, human capital governance, yang
menjaga kompetensi, well-being, leadership, staffing, dan budaya profesional. Keenam, digital, data,
and Al governance, yang mengatur interoperabilitas, kualitas data, privacy, cybersecurity, serta
penggunaan Al yang bertanggung jawab. Ketujuh, ethical and patient governance, yang melindungi hak
pasien, fairness, consent, dignity, dan public trust. Kedelapan, sustainability and resilience
governance, yang menjaga kesiapan krisis, kontinuitas layanan, dan dampak lingkungan.

Delapan domain tersebut tidak seharusnya dikelola sebagai delapan silo. Board memerlukan
integrated assurance map yang menunjukkan bagaimana satu risiko dipantau lintas domain. Misalnya,
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implementasi Al radiologi mempunyai aspek strategi, klinis, finance, SDM, digital, etika, dan reputasi.
Keputusan yang hanya dilakukan oleh IT akan gagal menangkap risiko lain.

Kerangka ini juga dapat diterjemahkan ke dalam board dashboard. Untuk strategic governance,
indikator dapat mencakup kemajuan tujuan strategis dan stakeholder confidence. Untuk clinical
governance: outcome utama dan variation. Untuk safety: serious safety events, infection, medication
harm. Untuk finance: margin, cash, cost per case. Untuk people: turnover, vacancy, burnout, training.
Untuk digital: downtime, cyber incidents, data quality, Al performance. Untuk patient governance:
PREMs, complaints, consent issues. Untuk sustainability: energy intensity, waste, emergency
readiness.

Namun dashboard tidak cukup. Governance membutuhkan dialog berkualitas. Angka dapat
menunjukkan bahwa mortality meningkat, tetapi board perlu bertanya mengapa, apakah data valid,
apakah terjadi perubahan case mix, apakah staffing atau process berubah, dan tindakan apa yang
sedang dilakukan. Pertanyaan dewan merupakan salah satu instrumen governance paling kuat.

Siklus governance ideal mengikuti pola sense-assess-decide-act-learn. Organisasi pertama-
tama menangkap sinyal dari data, staf, pasien, dan lingkungan. Sinyal dinilai dari aspek risiko dan nilai.
Keputusan dibuat oleh pihak dengan kewenangan tepat. Tindakan diterapkan dengan sumber daya
dan accountability. Hasil dievaluasi dan pembelajaran digunakan untuk memperbaiki sistem. Siklus
ini harus berjalan terus menerus.

Dengan kerangka tersebut, rumah sakit dapat bergerak dari governance sebagai kepatuhan
menuju governance sebagai capability. Tujuannya bukan memiliki lebih banyak komite, tetapi
membuat keputusan lebih baik. Organisasi yang memiliki governance matang cenderung mampu
mengenali risiko lebih dini, menyelesaikan konflik secara lebih adil, belajar lebih cepat, dan menjaga
kepercayaan publik.

18. Roadmap Implementasi: Dari Governance Formal ke Governance yang
Hidup

Transformasi governance perlu dilakukan bertahap. Tahap pertama adalah diagnosis. Rumah
sakit dapat melakukan governance maturity assessment yang menilai struktur, peran, board
competence, clinical governance, risk, data, culture, dan assurance. Wawancara, review dokumen,
survey culture, dan analisis indikator dapat digunakan. Tujuannya bukan memberi nilai, melainkan
menemukan gap.

Tahap kedua adalah clarify accountability. Rumah sakit perlu memastikan charter dewan, job
description direksi, komite, clinical leadership, dan risk ownership tidak tumpang tindih. RACI matrix
dapat membantu untuk keputusan strategis dan proses berisiko tinggi. Kejelasan ini penting terutama
ketika terjadi insiden karena organisasi sering menemukan bahwa banyak pihak terlibat tetapi tidak
ada yang merasa menjadi owner.

Tahap ketiga adalah memperkuat information architecture. Board dan manajemen memerlukan
satu definisi indikator, sumber data yang dipercaya, dan escalation thresholds. Dashboard sebaiknya
menggunakan visual trend, benchmark, dan narrative explanation. Data quality harus diaudit.
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Tahap keempat adalah membangun governance culture. Leadership behavior harus konsisten
dengan nilai transparansi. Walkround, safety huddle, open forum, dan feedback dapat digunakan.
Yang paling penting adalah bagaimana pimpinan merespons bad news. Bila pembawa kabar buruk
dihukum, sistem akan kehilangan informasi.

Tahap kelima adalah mengintegrasikan quality, risk, finance, HR, dan digital governance. Cross-
functional review terhadap proyek strategis membantu. Setiap proposal investasi besar dapat
diwajibkan memiliki assessment mutu, SDM, finansial, cyber, ethics, dan sustainability.

Tahap keenam adalah memperkuat patient and community voice. Rumah sakit dapat memulai
dari analisis sistematis keluhan dan PREMs, kemudian membentuk patient advisory council atau
melibatkan pasien dalam redesign tertentu. Keterlibatan perlu dievaluasi dampaknya.

Tahap ketujuh adalah membangun digital and Al governance. Inventaris teknologi dan Al dibuat,
risk classification ditetapkan, data governance council diperkuat, dan protokol validation-monitoring
diterapkan. Penggunaan generative Al perlu memiliki kebijakan khusus.

Tahap kedelapan adalah continuous review. Governance bukan proyek selesai. Struktur dan
kebijakan perlu dievaluasi ketika organisasi berubah. Merger, ekspansi, teknologi baru, perubahan
regulasi, atau krisis dapat membuat model lama tidak memadai.

Dalam implementasi, rumah sakit sebaiknya memilih beberapa prioritas berisiko tinggi daripada
melakukan reformasi menyeluruh sekaligus. Misalnya, satu tahun pertama dapat fokus pada board
quality governance, incident learning, data quality, dan workforce safety. Keberhasilan awal
membangun kepercayaan dan momentum.

Penting pula menetapkan governance metrics. Selain outcome, proses governance sendiri dapat
diukur: proporsi agenda board untuk quality, penyelesaian action items, waktu respons insiden serius,
pelaksanaan audit ulang, kepatuhan conflict-of-interest disclosure, dan maturity cyber controls.
Dengan cara ini, governance tidak lagi abstrak.

19. Studi Kasus Naratif: Kegagalan yang Berubah Menjadi Pembelajaran

Bayangkan Rumah Sakit Nusantara, sebuah rumah sakit tipe menengah yang berkembang cepat
di kota besar. Selama lima tahun, pendapatan tumbuh, bed occupancy meningkat, dan pemilik
merencanakan ekspansi. Dewan merasa bangga karena laporan keuangan selalu positif. Namun
indikator mutu jarang dibahas; komite mutu mengirim laporan panjang yang hanya menjadi lampiran
rapat.

Suatu malam terjadi keterlambatan penanganan pasien sepsis. Pasien datang ke IGD dengan
demam, hipotensi, dan penurunan kesadaran. Karena overcrowding, triase tertunda. Sistem
laboratorium juga lambat karena server bermasalah. Dokter jaga baru menangani beberapa pasien
kritis sekaligus. Antibiotik diberikan terlambat dan pasien kemudian meninggal.

Respons awal organisasi adalah mencari siapa yang salah. Direktur meminta nama dokter dan
perawat. Tetapi tim keselamatan mengusulkan pendekatan sistem. Root cause analysis menunjukkan
setidaknya tujuh faktor: staffing malam tidak sesuai demand, triase tidak memiliki escalation rule,
indikator overcrowding tidak dimonitor, downtime IT tidak mempunyai workflow manual yang baik,
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stok antibiotik tertentu sulit diakses malam hari, communication handoff lemah, dan board tidak
pernah menerima indikator sepsis pathway.

Kasus tersebut mengubah governance. Dewan membentuk quality and safety committee dengan
mandat jelas. Dashboard board ditambah indikator sepsis, deteriorasi, IGD crowding, dan downtime.
Rumah sakit melakukan workforce modelling dan menambabh flexible staffing pada jam risiko tinggi.
Pharmacy menyediakan emergency antibiotic kit. IT menyusun downtime protocol dan latihan berkala.
Clinical pathway sepsis diaudit tiap bulan.

Enam bulan kemudian, median time-to-antibiotic turun signifikan dan kepatuhan pathway
meningkat. Yang lebih penting, budaya berubah. Staf mulai melaporkan near miss karena melihat
bahwa laporan menghasilkan perbaikan, bukan hukuman otomatis. Board mulai menanyakan
outcome klinis dengan keseriusan yang sama seperti keuangan.

Kasus imajiner ini menggambarkan prinsip penting: insiden jarang merupakan hasil satu
kesalahan. Governance menentukan apakah organisasi berhenti pada blame atau bergerak menuju
learning. Keberhasilan bukan karena rumah sakit tidak pernah mengalami masalah, tetapi karena
mampu mendeteksi, memahami, dan memperbaiki masalah sebelum berulang.

Pada tahap berikutnya, Rumah Sakit Nusantara mengimplementasikan Al untuk memprediksi
deteriorasi pasien. Karena sudah memiliki governance yang lebih matang, teknologi tidak langsung
dipasang. Tim multidisiplin memvalidasi model pada populasi lokal, menetapkan threshold,
mendesain alarm agar tidak menambah fatigue, dan menetapkan bahwa keputusan klinis tetap dibuat
oleh tenaga kesehatan. Model diaudit tiap tiga bulan. Ketika performa pada kelompok usia tertentu
menurun, sistem diperbaiki.

Kisah ini menunjukkan bahwa governance bukan hambatan inovasi. Justru governance yang
matang membuat inovasi dapat diterapkan dengan aman dan berkelanjutan.

20. Rekomendasi Strategis untuk Pemilik, Dewan, Direksi, dan Pemimpin
Klinis

Pertama, pemilik rumah sakit perlu menetapkan governance charter yang jelas dan menghormati
batas antara ownership dan management. Pemilik menentukan mandat, nilai, dan tujuan, tetapi tidak

seharusnya mengintervensi keputusan klinis individual atau operasi sehari-hari tanpa mekanisme
yang tepat.

Kedua, dewan perlu meningkatkan literasi quality and safety. Setiap rapat board sebaiknya
memiliki quality moment atau pembahasan outcome pasien. Anggota dewan perlu mendapatkan
pendidikan mengenai clinical governance, patient safety, cyber risk, dan Al. Board evaluation juga
perlu menilai apakah dewan benar-benar memberi nilai tambah.

Ketiga, direksi perlu membangun integrated management system. Strategy, quality, finance, HR,
digital, dan risk tidak boleh dikelola sebagai agenda terpisah. Setiap prioritas strategis harus memiliki
outcome, risk, owner, resource, dan review cycle.
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Keempat, pemimpin klinis perlu mengambil peran governance secara aktif. Clinical autonomy
harus diimbangi dengan accountability. Audit, peer review, credentialing, dan multidisciplinary
improvement bukan ancaman terhadap profesi, tetapi cara menjaga legitimasi profesi.

Kelima, rumah sakit perlu memperkuat speak-up culture. Sistem whistleblowing, incident
reporting, dan psychological safety harus ditopang oleh respons yang adil. Pemimpin perlu melindungi
staf yang melaporkan risiko dengan itikad baik.

Keenam, digital governance harus naik ke level strategis. CIO atau pimpinan digital perlu bekerja
eratdengan clinical leadership danrisk management. Cybersecurity, data quality, interoperability, dan
Al governance perlu mendapat perhatian board.

Ketujuh, pasien dan keluarga perlu dilibatkan secara bermakna. PREMs, complaints, patient
stories, dan advisory councils dapat menjadi sumber insight. Data tersebut perlu masuk dalam
perencanaan dan quality improvement.

Kedelapan, rumah sakit perlu membangun resilience. Business continuity, emergency
preparedness, supply chain redundancy, dan climate risk perlu diuji. Efisiensi harus diseimbangkan
dengan kapasitas cadangan pada fungsi kritis.

Kesembilan, organisasi perlu mengembangkan governance talent. Jabatan board, direktur, kepala
unit, dan ketua komite membutuhkan kompetensi yang dapat dilatih. Program governance academy
internal dapat menjadi investasi strategis.

Kesepuluh, rumah sakit perlu mengukur maturity, bukan hanya compliance. Target jangka
panjang adalah organisasi yang mampu belajar, beradaptasi, dan menjaga trust. Governance terbaik
bukan yang menghasilkan dokumen paling tebal, tetapi yang membuat perilaku dan keputusan sehari-
hari konsisten dengan misi keselamatan, mutu, dan kemanusiaan.

21. Penutup

Hospital governance adalah fondasi yang menentukan apakah rumah sakit mampu menjalankan
misi sosial dan klinisnya secara aman, efektif, adil, dan berkelanjutan. Governance menghubungkan
kekuasaan dengan tanggung jawab, data dengan keputusan, profesionalisme dengan akuntabilitas,
serta inovasi dengan etika. Dalam organisasi berisiko tinggi, kegagalan governance dapat
memperbesar kelemahan kecil menjadi harm besar; sebaliknya, governance yang matang dapat
membuat rumah sakit belajar sebelum kegagalan menjadi bencana.

Masa depan tata kelola rumah sakit akan semakin kompleks karena digitalisasi, Al, perubahan
pembiayaan, ekspektasi pasien, tekanan biaya, perubahan iklim, dan risiko global. Kompleksitas
tersebut tidak dapat dijawab hanya dengan lebih banyak aturan. Rumah sakit memerlukan governance
yang adaptif, berbasis data, multidisiplin, dan human-centered. Board perlu memahami mutu, klinisi
perlu memahami accountability, manajer perlu memahami sistem, dan teknologi perlu ditempatkan
dalam kerangka nilai manusia.

Bagi Indonesia, Permenkes No. 6 Tahun 2026 memberikan momentum untuk memperkuat
hubungan antara tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis. Tantangan berikutnya adalah
implementasi: bagaimana prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, responsibilitas,
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kesetaraan, dan kewajaran diwujudkan dalam perilaku organisasi sehari-hari. Regulasi dapat
menetapkan struktur, tetapi budaya governance dibangun melalui keputusan yang berulang.

Rumah sakit masa depan seharusnya tidak hanya menjadi smart hospital, tetapi wise hospital:
organisasi yang mampu menggunakan teknologi tanpa kehilangan nurani, mengejar efisiensi tanpa
mengorbankan keselamatan, tumbuh tanpa kehilangan kualitas, dan belajar tanpa mencari kambing
hitam. Di sinilah hospital governance menemukan maknanya yang paling mendalam: memastikan
bahwa kekuasaan organisasi selalu diarahkan untuk melayani kehidupan dan martabat manusia.

Lampiran Analitis A. Pertanyaan Kunci untuk Board dan Direksi

Tata kelola yang baik sangat dipengaruhi kualitas pertanyaan. Board tidak harus memiliki seluruh
jawaban, tetapi harus memastikan pertanyaan material tidak diabaikan. Dalam bidang strategi,
pertanyaan yang perlu diajukan antara lain: Apakah strategi rumah sakit masih relevan dengan
perubahan demografi, pola penyakit, kompetisi, dan kebijakan kesehatan? Apakah ekspansi didukung
kapasitas SDM dan sistem? Risiko apa yang paling dapat menggagalkan tujuan strategis? Apakah ada
program yang terus dilanjutkan hanya karena kebiasaan tanpa bukti nilai?

Dalam mutu dan keselamatan, board perlu bertanya: Apa tiga risiko klinis terbesar saat ini?
Apakah angka mortality atau infection menunjukkan variasi yang tidak biasa? Apakah ada unit yang
memiliki safety culture rendah? Apa yang dipelajari dari serious incident terakhir? Apakah
rekomendasi benar-benar selesai? Apakah terdapat perbedaan outcome antar kelompok pasien?
Pertanyaan semacam ini memberi sinyal bahwa mutu adalah prioritas kepemimpinan.

Dalam SDM, pertanyaan penting meliputi: Apakah staffing sesuai demand dan acuity? Posisi apa
yang sulit direkrut? Mengapa staf keluar? Apakah ada unit dengan overtime atau sick leave tinggi?
Apakah organisasi memiliki succession plan? Apakah staf merasa aman untuk speak up? Data HR
harus dibaca sebagai indikator sistem, bukan hanya statistik personalia.

Dalam keuangan, board perlu menanyakan kualitas pendapatan, struktur biaya, investasi, dan
risiko jangka panjang. Apakah penghematan memengaruhi mutu? Apakah terdapat vendor
concentration? Apakah pengadaan memiliki conflict-of-interest controls? Apakah proyek teknologi
mempunyai total cost of ownership yang realistis? Apakah rumah sakit membangun cadangan untuk
risiko besar?

Dalam digital, board perlu bertanya: Sistem apa yang paling kritis? Berapa lama rumah sakit dapat
beroperasi bila HIS down? Kapan terakhir dilakukan cyber simulation? Aplikasi Al apa yang digunakan?
Siapa pemilik risiko setiap model? Apakah data pasien digunakan oleh vendor? Bagaimana model
divalidasi pada populasi lokal? Pertanyaan ini membantu mencegah digital blind spot.

Dalam etika, pertanyaan mencakup fairness, consent, privacy, end-of-life care, dan conflict of
interest. Board perlu mengetahui isu etika utama yang berulang dan apakah staf mempunyai akses ke
dukungan ethics consultation. Ethical risk sering tidak muncul dalam laporan keuangan tetapi dapat
sangat memengaruhi trust.

Dalam sustainability dan resilience, board perlu menilai energy security, water, waste, climate
risk, supply chain, dan emergency preparedness. Apakah rumah sakit telah menguji rencana
bencana? Berapa lama genset dan backup supply dapat bertahan? Apa yang terjadi bila pemasok obat
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utama gagal? Governance menjadi nyata ketika pertanyaan tersebut menghasilkan keputusan dan
tindakan.

Lampiran Analitis B. Indikator Governance yang Dapat Dikembangkan

Indikator governance tidak boleh terbatas pada outcome akhir. Organisasi dapat
mengembangkan indikator struktur, proses, outcome, dan culture. Indikator struktur mencakup
keberadaan charter, komite, policy, data owner, risk owner, dan kompetensi board. Indikator proses
mencakup frekuensi review, penyelesaian action items, audit, credentialing, training, dan pelibatan
pasien. Outcome mencakup mutu, keselamatan, finansial, turnover, cyber incidents, dan patient
experience. Culture mencakup psychological safety, speak-up, trust, dan fairness.

Untuk board, indikator dapat berupa persentase agenda yang membahas quality and safety,
tingkat kehadiran, completion rate action items, jumlah deep-dive risk review, dan hasil board self-
assessment. Untuk clinical governance dapat digunakan kepatuhan re-credentialing, completion peer
review, clinical audit closure, variation in outcomes, dan guideline adherence.

Untuk patient safety, indikator dapat mencakup serious safety event rate, near-miss reporting
rate, time-to-close RCA actions, falls with harm, medication harm, surgical safety, infection, dan rapid
response activation. Near-miss yang meningkat tidak selalu buruk; dapat mencerminkan peningkatan
budaya pelaporan. Karena itu, interpretasi selalu membutuhkan konteks.

Untuk SDM, indikator meliputi vacancy, turnover, fatigue, overtime, engagement, training
completion, leadership pipeline, grievance, dan workplace violence. Workforce indicators sebaiknya
dihubungkan dengan unit-level safety outcomes untuk memahami interaksi antara people dan patient
risk.

Untuk digital governance, indikator dapat mencakup system uptime, cyber vulnerabilities,
phishing simulation, privileged access review, data quality, interoperability errors, Al inventory
coverage, Al model drift, dan Al incident reports. Board tidak perlu memahami detail teknis, tetapi
harus melihat apakah risiko berada dalam batas appetite.

Untuk sustainability, organisasi dapat mengukur energy per bed-day, water use, waste
segregation, hazardous waste, procurement sustainability, dan greenhouse gas emissions bila data
memungkinkan. Indikator hendaknya dipilih sesuai materiality dan kapasitas organisasi.

Dashboard terbaik tidak selalu yang paling indah, tetapi yang memicu tindakan. Setiap indikator
perlu memiliki definition, owner, target, threshold, trend, dan narrative. Red indicator harus
menghasilkan escalation, bukan hanya warna merah. Governance data berarti memastikan angka
dapat dipercaya dan diketahui apa yang harus dilakukan terhadap angka tersebut.

Lampiran Analitis C. Model Kematangan Hospital Governance

Model kematangan dapat membantu rumah sakit memahami perjalanan transformasi. Level 1
dapat disebut reactive governance. Pada tahap ini, organisasi bertindak terutama setelah masalah
terjadi. Board berfokus pada keuangan, data mutu terfragmentasi, incident reporting rendah, dan
kebijakan lebih banyak bersifat formalitas.

Page 27



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Hospital Governance dan Masa Depan Tata Kelola Rumah Sakit

Level 2 adalah compliance governance. Struktur dasar tersedia, komite terbentuk, regulasi diikuti,
dan akreditasi menjadi pendorong utama. Namun aktivitas sering berorientasi dokumen.
Pembelajaran belum konsisten dan silo masih kuat.

Level 3 adalah integrated governance. Strategy, quality, risk, finance, HR, dan digital mulai
terhubung. Board dashboard lebih seimbang, audit menghasilkan tindakan, dan risk ownership lebih
jelas. Pasien mulai dilibatkan. Data quality meningkat.

Level 4 adalah learning governance. Organisasi menggunakan near miss, benchmarking,
predictive indicators, dan improvement science. Psychological safety meningkat. Board melakukan
deep dive dan memahami variation. Inovasi diuji melalui governance framework.

Level 5 adalah adaptive and wise governance. Organisasi mampu merespons perubahan cepat
tanpa kehilangan nilai. Data real-time digunakan secara bijaksana, Al diawasi, keputusan
didistribusikan ke expertise yang tepat, dan patient voice terintegrasi. Governance tidak lagi terasa
sebagai birokrasi terpisah, tetapi menjadi cara organisasi bekerja.

Maturity model tidak dimaksudkan untuk memberi label superior-inferior. Rumah sakit dapat
berada pada level berbeda untuk domain berbeda. Clinical governance mungkin matang sementara
cyber governance masih dasar. Tujuan assessment adalah menentukan prioritas improvement.

Perjalanan maturity memerlukan waktu karena perubahan budaya tidak dapat dipaksakan
melalui dokumen. Leadership continuity, learning systems, dan investment menjadi syarat. Board
sebaiknya meninjau maturity setidaknya tahunan dan menghubungkan hasilnya dengan strategic plan.

Lampiran Analitis D. Board Oversight atas Mutu dan Keselamatan Pasien

Pengawasan mutu oleh board merupakan salah satu pergeseran paling penting dalam hospital
governance modern. Secara historis, board banyak rumah sakit dibentuk dengan orientasi fiduciary
dan financial control. Mutu sering dianggap wilayah profesional yang terlalu teknis untuk dibahas pada
tingkat tertinggi. Pandangan ini semakin tidak memadai karena kualitas pelayanan menentukan
reputasi, liability, keberlanjutan finansial, serta legitimasi sosial rumah sakit. Ketika mutu buruk
menimbulkan komplikasi, length of stay lebih panjang, readmission, litigasi, dan hilangnya
kepercayaan, maka quality governance sesungguhnya adalah bagian dari fiduciary duty.

Board perlu memahami perbedaan antara oversight dan management. Dewan tidak mengatur
jadwal dokter, memilih antibiotik, atau menyelesaikan insiden sehari-hari. Tugasnya memastikan
sistem yang digunakan manajemen cukup untuk menjaga mutu. Ini berarti board harus meminta bukti
bahwa prioritas keselamatan telah ditetapkan, risiko utama diketahui, indikator dipantau, dan
tindakan perbaikan diuji. Board juga perlu memastikan bahwa chief executive dan senior clinical
leaders memiliki kompetensi serta sumber daya yang diperlukan.

Agenda board merupakan cermin prioritas organisasi. Bila quality hanya dibahas lima menit pada
akhir rapat, pesan yang diterima organisasi sangat jelas. Praktik yang lebih baik adalah menjadikan
quality and safety sebagai agenda tetap, menggunakan patient story untuk menghubungkan data
dengan realitas manusia, lalu melakukan deep dive terhadap risiko yang material. Deep dive tidak
harus dilakukan setiap rapat untuk semua indikator; satu tema dapat dipelajari lebih dalam, misalnya
maternal safety, medication safety, sepsis, surgery, atau infection prevention.
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Informasi yang disampaikan kepada board perlu didesain khusus. Board tidak membutuhkan
ribuan data point, tetapi membutuhkan sinyal. Dashboard dapat menggunakan statistical process
control atau trend chart sehingga variasi dapat terlihat. Angka perlu dibandingkan dengan target,
benchmark, danrisk tolerance. Narrative explanation harus menjawab what happened, why it matters,
what is being done, dan what assurance exists. Red-amber-green colour semata tidak memadai bila
definisi threshold tidak jelas.

Independensi data juga penting. Board sebaiknya tidak hanya bergantung pada laporan yang
dipilih oleh manajemen. Internal audit, independent clinical review, accreditation findings, patient
feedback, dan whistleblowing dapat memperkaya assurance. Namun board harus berhati-hati agar
tidak menciptakan parallel management. Semua informasi sebaiknya membantu board menilai
kekuatan sistem, bukan mengelola kasus individual.

Board quality committee dapat bermanfaat pada rumah sakit kompleks, tetapi komite tidak boleh
membuat full board melepaskan tanggung jawab. Komite melakukan analisis lebih dalam, kemudian
melaporkan isu material kepada board. Terms of reference perlu mencakup quality, safety,
experience, clinical effectiveness, workforce issues yang terkait keselamatan, dan regulatory
compliance.

Kompetensi anggota dewan perlu dipelihara. Orientasi anggota baru sebaiknya mencakup
karakteristik rumah sakit, safety science, clinical governance, indikator mutu, dan cara membaca
variasi. Board development tahunan dapat membahas cyber risk, Al, human factors, atau perubahan
regulasi. Dengan demikian, dewan menjadi learning board.

Evaluasi board juga perlu memasukkan pertanyaan apakah dewan menciptakan lingkungan untuk
challenge. Apakah anggota dapat mempertanyakan CEO tanpa merusak hubungan? Apakah clinical
leaders dapat menyampaikan risiko walaupun tidak populer? Apakah bad news naik ke atas? Board
yang terlalu harmonis dapat sama berbahayanya dengan board yang penuh konflik bila harmoni
diperoleh dengan menghindari pertanyaan sulit.

Dalam kasus sentinel event, board perlu memperoleh assurance bahwa organisasi merespons
secara benar. Namun board sebaiknya tidak terburu-buru mencari individu yang harus dihukum.
Pertanyaan pertama adalah apakah pasien dan keluarga mendapat dukungan, apakah risiko segera
dikendalikan, apakah regulator diberi tahu bila perlu, dan apakah investigation independen cukup.
Setelah itu, board menilai apakah pembelajaran diperluas ke seluruh organisasi.

Dengan demikian, board oversight adalah seni menyeimbangkan jarak dan kedekatan. Terlalu
jauh membuat board buta terhadap risiko; terlalu dekat mendorong micro-management. Posisi ideal
adalah informed oversight: cukup memahami konteks untuk mengajukan pertanyaan tajam, namun
tetap menghormati otoritas manajemen dan profesi.

Lampiran Analitis E. Clinical Leadership dan Interprofessional Governance

Clinical governance tidak dapat berjalan hanya melalui komite formal. la bergantung pada clinical
leadership di unit pelayanan. Kepala departemen, kepala instalasi, ketua staf medis, kepala
keperawatan, dan profesi lain memegang peran penting untuk menerjemahkan nilai organisasi ke
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dalam praktik. Mereka berada pada boundary antara professional autonomy dan organizational
accountability.

Clinical leaders menghadapi dilema karena sering sekaligus menjadi kolega dan supervisor.
Mereka harus menjaga hubungan profesional tetapi juga menilai kinerja, menangani variasi, dan
kadang membatasi kewenangan klinis. Governance membutuhkan proses yang adil agar keputusan
tidak bergantung pada konflik personal. Credentialing criteria, peer review standards, conflict-of-
interest rules, dan appeal mechanism memberikan legitimasi.

Interprofessional governance semakin penting karena care pathway bersifat lintas disiplin.
Pengelolaan pasien kanker, misalnya, melibatkan surgeon, oncologist, radiologist, pathologist,
pharmacist, nurse navigator, nutritionist, palliative care, dan administrator. Bila governance hanya
mengikuti garis profesi, koordinasi pathway dapat terputus. Multidisciplinary tumor board merupakan
contoh mekanisme clinical governance yang mengintegrasikan expertise untuk keputusan kompleks.

Standardisasi clinical pathways dapat mengurangi unwanted variation, tetapi tidak boleh menjadi
cookbook medicine. Pathway harus memberi ruang untuk exception dengan dokumentasi alasan.
Governance perlu memonitor kapan variasi merupakan individualized care dan kapan variasi
menunjukkan inconsistency atau overuse. Data outcome dapat membantu membedakan keduanya.

Clinical leadership juga perlu mengelola innovation. Dokter mungkin ingin menggunakan alat,
obat, atau teknik baru. Rumah sakit harus memiliki mekanisme technology and procedure
credentialing yang menilai evidence, training, infrastructure, cost, consent, serta emergency backup.
Inovasi yang dilakukan tanpa governance dapat menimbulkan risiko pasien dan liability.

Morbidity and mortality conference merupakan instrumen pembelajaran klasik. Kualitasnya
sangat bergantung pada budaya. Bila forum berubah menjadi arena menyalahkan, peserta akan
defensif. Bila terlalu lunak, tidak ada accountability. Moderator perlu menggunakan structured review
yang membedakan clinical judgment, system factors, dan professionalism. Action items harus dicatat
dan dipantau.

Professional peer review membutuhkan confidentiality tertentu agar diskusi jujur, tetapi
confidentiality tidak boleh menjadi alasan menutup masalah sistemik. Governance perlu menetapkan
batas informasi yang harus di-escalate ke management atau board. Ini sangat penting bila ada pola
adverse outcomes yang berulang.

Keperawatan mempunyai peran unik karena perawat berada paling lama di sisi pasien dan sering
pertama melihat deteriorasi. Governance harus memberi legitimasi kepada nursing voice. Mekanisme
rapid response, escalation policy, dan stop-the-line authority dapat melindungi pasien ketika hierarki
menghambat komunikasi.

Allied health professionals juga perlu diintegrasikan. Farmasis dapat melihat pola medicationrisk,
fisioterapis dapat mengidentifikasi masalah mobilisasi, ahli gizi melihat malnutrition, dan teknisi
melihat failure modes alat. Governance yang terlalu doctor-centric akan kehilangan insight penting.

Clinical leaders masa depan membutuhkan kemampuan data literacy. Mereka harus membaca
dashboard, memahami variation, membedakan correlation dan causation, serta menggunakan
improvement methodology. Kompetensi ini perlu dimasukkan dalam leadership development.
Seorang clinical leader yang hanya mengandalkan anecdote akan sulit mengelola sistem modern.

Page 30



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Hospital Governance dan Masa Depan Tata Kelola Rumah Sakit

Interprofessional governance pada akhirnya mengubah rumah sakit dari federation of professions
menjadi coordinated clinical system. Profesional tetap mempertahankan identitas dan standar
keilmuan, tetapi bekerja dalam kerangka tujuan bersama: outcome pasien. Ini bukan pengurangan
autonomy, melainkan pembentukan collective accountability.

Lampiran Analitis F. Governance dalam Pembiayaan JKN dan Value-Based
Care

Pembiayaan mempunyai pengaruh kuat terhadap perilaku rumah sakit. Dalam sistem nasional
seperti JKN, rumah sakit harus menavigasi kewajiban pelayanan, tarif, mekanisme klaim, referral,
coding, utilization, dan kebutuhan menjaga sustainability. Governance diperlukan agar respons
terhadap insentif finansial tidak menghasilkan perilaku yang merugikan pasien.

Case-based payment menciptakan insentif efisiensi karena pendapatan tidak selalu bertambah
ketika length of stay lebih lama. Ini dapat mendorong perbaikan pathway, tetapi juga berpotensi
menciptakan premature discharge bila governance lemah. Karena itu, indikator finansial harus
dipasangkan dengan readmission, complication, mortality, dan patient experience. Efisiensi yang
aman berbeda dari pengurangan biaya semata.

Coding governance menjadi penting karena data coding memengaruhi pembayaran dan
epidemiologi. Upcoding dapat menjadi fraud, sedangkan undercoding dapat merugikan rumah sakit.
Clinical documentation improvement perlu dilakukan secara etis: dokumentasi harus mencerminkan
kondisi pasien sebenarnya, bukan dibentuk untuk meningkatkan reimbursement. Audit perlu
menggabungkan perspektif klinis dan finansial.

Cost accounting membantu rumah sakit memahami resource consumption pada pathway.
Banyak organisasi hanya mengetahuitotal biaya unit tanpa mengetahui biaya per episode. Time-driven
activity-based costing atau metode lain dapat membantu mengidentifikasi waste. Namun governance
harus memastikan cost data tidak digunakan secara sempit untuk memilih pasien yang lebih
menguntungkan.

Value-based care mendorong rumah sakit menghubungkan outcome dan cost. Porter (2010)
mendefinisikan value dalam health care sebagai outcome yang penting bagi pasien relatif terhadap
biaya untuk mencapainya. Pendekatan ini menantang governance tradisional berbasis volume. Board
perlu menanyakan outcome per kondisi, episode cost, dan variation antar tim.

Bundled payment atau shared savings dapat memperkuat koordinasi lintas provider. Namun
kontrak tersebut membutuhkan data dan governance yang lebih canggih. Siapa bertanggung jawab
terhadap outcome setelah pasien keluar rumah sakit? Bagaimana pembagian savings? Bagaimana
mencegah avoidance terhadap pasien berisiko tinggi? Risk adjustment dan equity safeguards menjadi
penting.

Dalam konteks rumah sakit pendidikan, pembiayaan juga harus mempertimbangkan biaya
pendidikan dan penelitian. Aktivitas akademik menghasilkan public value jangka panjang tetapi dapat
terlihat sebagai cost center. Governance perlu menetapkan mandat dan mekanisme pendanaan agar
misi akademik tidak terpinggirkan oleh tekanan operasional.
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Capital allocation adalah arena governance penting. Permintaan investasi selalu lebih besar
daripada dana. Rumah sakit dapat menggunakan multicriteria decision analysis yang
mempertimbangkan patient safety, clinical need, strategic fit, financial return, regulatory requirement,
technology obsolescence, and equity. Ini lebih transparan daripada keputusan berdasarkan influence
unit tertentu.

Revenue cycle management juga memengaruhi patient experience. Proses billing yang tidak jelas
dapat menimbulkan konflik meskipun pelayanan klinis baik. Transparansi biaya, financial counseling,
dan complaint handling menjadi bagian dari financial governance yang berorientasi pasien.

Ke depan, data pembayaran dan outcome akan semakin terintegrasi. Rumah sakit yang mampu
menunjukkan value mempunyai posisi lebih kuat dalam negosiasi pembayar. Namun value tidak boleh
dijadikan slogan pemasaran. Governance harus memastikan metodologi outcome valid, cost
calculation transparan, dan tidak ada cherry-picking pasien.

Lampiran Analitis G. Data Quality, Interoperability, dan Cyber Resilience

Rumah sakit digital bergantung pada data, tetapi data sering memiliki masalah kualitas.
Kesalahan identitas pasien, duplikasi, missing values, unit pengukuran berbeda, atau timestamp tidak
sinkron dapat menghasilkan keputusan salah. Data quality governance membutuhkan definisi,
ownership, validation rule, dan monitoring. Master patient index, standardized terminology, dan data
stewardship merupakan fondasi.

Interoperability mempunyai empat dimensi: technical, syntactic, semantic, dan organizational.
Dua sistem dapat terhubung secara teknis tetapi belum tentu memahami makna data dengan sama.
Contoh sederhana adalah perbedaan coding diagnosis atau satuan laboratorium. Semantic
interoperability membutuhkan standar dan governance lintas vendor.

Indonesia bergerak menuju ekosistem kesehatan digital yang semakin terintegrasi. Bagi rumah
sakit, integrasi dengan platform nasional dan pihak eksternal memperluas manfaat sekaligus attack
surface. Setiap koneksi baru perlu melalui security assessment, data sharing agreement, dan
monitoring.

Cybersecurity governance sebaiknya menggunakan prinsip defense in depth. Tidak ada satu
kontrol yang cukup. Multi-factor authentication, network segmentation, endpoint protection,
patching, backup, monitoring, user education, vendor risk management, dan incident response saling
melengkapi. Board perlu mengetahui apakah backup benar-benar dapat direstore, bukan sekadar ada.

Ransomware merupakan skenario penting karena dapat mengubah cyber incident menjadi
clinical emergency. Ketika sistem elektronik tidak tersedia, staf perlu menggunakan downtime forms,
manual medication records, dan alternative communication. Latihan downtime harus melibatkan
klinisi, bukan hanya IT.

Third-party risk semakin besar karena rumah sakit menggunakan cloud, software-as-a-service,
medical devices, dan remote maintenance. Kontrak vendor perlu mengatur security requirements,
breach notification, data ownership, subcontractor, retention, deletion, dan business continuity.
Procurement harus melibatkan IT security sejak awal.
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Medical device cybersecurity perlu mendapat perhatian khusus. Banyak alat terhubung ke
jaringan tetapi memiliki lifecycle panjang. Patch mungkin sulit karena regulatory approval atau vendor
limitation. Inventaris perangkat dan risk-based segmentation menjadi penting. Alat yang secara klinis
aman belum tentu cyber-secure.

Data access governance perlu mengikuti least privilege dan periodic review. Staf berpindah unit
atau keluar organisasi sehingga hak akses harus diperbarui. Privileged accounts mempunyai risiko
tinggi. Audit trail dapat digunakan untuk mendeteksi akses tidak wajar terhadap rekam medis tokoh
publik atau rekan kerja.

Data governance juga memerlukan retention policy. Menyimpan semua data selamanya
meningkatkan biaya dan risiko. Namun penghapusan yang terlalu cepat dapat melanggar hukum atau
menghilangkan data penting untuk continuity. Policy harus mempertimbangkan legal, clinical,
research, and operational needs.

Ke depan, data akan menjadi aset strategis untuk population health dan Al. Nilai tersebut hanya
dapat direalisasikan jika trust terjaga. Satu breach besar dapat membuat pasien enggan berbagi data.
Karena itu, privacy dan cybersecurity bukan cost center, melainkan investment in trust.

Lampiran Analitis H. Responsible Al Governance untuk Rumah Sakit

Al governance perlu dimulai dari inventarisasi. Rumah sakit sering tidak menyadari bahwa Al
sudah hadir dalam perangkat radiologi, laboratory analyzer, scheduling software, fraud detection, atau
vendor chatbot. Tanpa inventory, organisasi tidak dapat menentukan risk owner. Setiap sistem
sebaiknya dicatat berdasarkan purpose, vendor, model type, data used, clinical impact, and
deployment status.

Risk classification membantu menentukan intensitas governance. Al yang hanya membantu
penjadwalan memiliki risiko berbeda dari sistem yang memengaruhi diagnosis atau treatment. High-
impact clinical Al perlu validation lebih ketat, oversight klinis, audit bias, monitoring drift, dan fallback
procedure. Administrative Al tetap membutuhkan privacy dan cyber review.

Evidence review perlu membedakan performance metrics dan clinical utility. Model dengan AUC
tinggi belum tentu memperbaiki outcome. Implementasi dapat menghasilkan alert fatigue atau
workflow disruption. Karena itu, pilot perlu mengukur bukan hanya model accuracy tetapi juga
process, user behavior, and patient outcomes.

Local validation sangat penting karena performance dapat berubah antar populasi. Data
demografi, prevalence, equipment, dan clinical practice berbeda. Model yang dilatih di negara lain
atau academic center mungkin tidak cocok untuk rumah sakit tertentu. Governance harus
menetapkan acceptance criteria sebelum go-live.

Bias and equity assessment perlu dilakukan secara eksplisit. Performance dianalisis berdasarkan
kelompok relevan seperti usia, jenis kelamin, kondisi klinis, atau kelompok sosial jika data tersedia
dan sah digunakan. Perbedaan performance tidak selalu berarti model harus ditolak, tetapi harus
dipahami dan dimitigasi.
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Human oversight harus dirancang, bukan diasumsikan. Banyak kebijakan menyebut human-in-
the-loop, tetapi jika workflow membuat dokter hampir selalu menerima rekomendasi Al, oversight
menjadi formalitas. Interface perlu memungkinkan clinician melihat confidence, evidence, dan alasan
untuk override. Override patterns dapat dianalisis untuk pembelajaran.

Generative Al membutuhkan governance khusus karena output bersifat probabilistik.
Penggunaan untuk clinical note dapat menghemat waktu, tetapi harus ada verification. Penggunaan
untuk patient communication memerlukan guardrails bahasa dan readability. Penggunaan untuk
clinical recommendation sebaiknya lebih terbatas kecuali telah divalidasi.

Model drift perlu dimonitor. Practice pattern, population, dan data source berubah seiring waktu.
Model yang awalnya baik dapat memburuk. Monitoring dapat menggunakan performance sampling,
calibration, error analysis, dan trigger untuk revalidation. Vendor harus memiliki kewajiban memberi
informasi bila model diperbarui.

Al incident reporting perlu diintegrasikan ke patient safety system. lJika Al memberikan
rekomendasi salah yang hampir menyebabkan harm, near miss tersebut penting. Incident taxonomy
baru mungkin diperlukan untuk membedakan model error, data error, interface error, automation bias,
dan misuse.

Governance Al juga memerlukan transparency kepada pasien secara proporsional. Tidak semua
penggunaan membutuhkan penjelasan teknis panjang, tetapi penggunaan yang material terhadap
keputusan klinis mungkin perlu diinformasikan. Organisasi perlu menetapkan prinsip kapan
disclosure diperlukan.

Komite Al sebaiknya multidisiplin: clinical, nursing, IT, data science, legal, privacy, ethics,
cybersecurity, quality, procurement, dan patient representative bila relevan. Tujuannya bukan
memperlambat inovasi, tetapi memastikan keputusan mempertimbangkan seluruh risiko.

Pada akhirnya, responsible Al governance bertujuan membangun trustworthiness. Teknologi
dipercaya bukan karena canggih, tetapi karena ada bukti, kontrol, transparansi, dan accountability.
Rumah sakit yang membangun governance sejak awal akan lebih mudah meningkatkan skala inovasi
secara aman.

Lampiran Analitis I. Governance Budaya, Psychological Safety, dan Just

Culture

Budaya sering disebut sebagai sesuatu yang abstrak, padahal dapat diamati melalui perilaku
sehari-hari. Siapa yang boleh berbicara dalam rapat? Apa yang terjadi ketika staf melaporkan
kesalahan? Apakah senior mau menerima kritik? Apakah target produktivitas dapat dipertanyakan bila
mengancam keselamatan? Jawaban atas pertanyaan ini menunjukkan governance culture.

Psychological safety berarti anggota tim merasa cukup aman untuk menyampaikan pertanyaan,
kekhawatiran, atau kesalahan tanpa takut dipermalukan. Dalam lingkungan klinis, psychological
safety berkaitan langsung dengan keselamatan karena staf junior mungkin melihat risiko lebih dulu.
Speak-up tools seperti SBAR, CUS words, atau stop-the-line hanya bekerja jika pimpinan
menghormatinya.
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Just culture menyediakan kerangka respons terhadap kesalahan. Human error biasanya
membutuhkan console dan redesign; at-risk behavior membutuhkan coaching dan perubahan
incentive; reckless behavior membutuhkan disciplinary action. Tanpa diferensiasi, organisasi akan
cenderung over-punish atau under-punish.

Leadership walkround dapat meningkatkan visibility, tetapi harus dirancang agar staf percaya.
Jika staf menyampaikan masalah lalu tidak pernah mendapat feedback, walkround berubah menjadi
ritual. Closed-loop communication penting: masalah dicatat, owner ditetapkan, progress dilaporkan
kembali.

Culture survey dapat membantu, tetapi skor rata-rata dapat menutupi unit berisiko. Data
sebaiknya dianalisis per unit, profesi, dan seniority. Gap antara manager dan frontline perception
sering memberi insight penting. Bila pimpinan menilai budaya sangat baik sementara staf frontline
menilai buruk, hal ini sendiri merupakan signal governance.

Burnout dan moral distress juga berkaitan dengan budaya. Staf dapat mengalami moral distress
ketika mengetahui tindakan yang benar tetapi sistem menghalangi. Misalnya, perawat mengetahui
pasien memerlukan observasi lebih dekat tetapi staffing tidak memungkinkan. Governance perlu
memberi kanal escalation dan menanggapi resource constraints secara jujur.

Reward systemm memengaruhi budaya. Bila dokter dinilai hanya berdasarkan volume,
keselamatan dan teamwork dapat terpinggirkan. Bila manajer dihargai hanya berdasarkan cost saving,
mereka mungkin menunda investasi penting. Balanced incentives diperlukan agar perilaku selaras
dengan misi.

Cerita organisasi mempunyai kekuatan. Kisah tentang pemimpin yang menghukum pembawa
kabar buruk menyebar dan membentuk budaya bertahun-tahun. Sebaliknya, cerita tentang staf junior
yang berhasil mencegah insiden karena speak up dapat menjadi simbol positif. Pemimpin perlu sadar
bahwa tindakan kecil menciptakan narrative governance.

Culture transformation tidak dapat dicapai melalui slogan. Poster nilai tidak akan mengubah
perilaku bila decision making bertentangan dengan nilai tersebut. Governance culture tumbuh ketika
sistem HR, finance, quality, dan leadership menggunakan nilai yang sama dalam keputusan konkret.

Lampiran Analitis J. Governance Fasilitas, Teknologi Medis, dan Infrastruktur

Fasilitas rumah sakit sering diperlakukan sebagai urusan engineering, padahal kualitas
infrastruktur memengaruhi keselamatan klinis. Ventilation, water, electrical systems, medical gases,
fire safety, lift, infection isolation, temperature control, dan waste management semuanya
mempunyai dampak terhadap care. Facility governance harus menghubungkan engineering risk
dengan clinical risk.

Preventive maintenance merupakan contoh klasik. Penundaan maintenance dapat menghemat
biaya jangka pendek, tetapi meningkatkan failure probability. Critical equipment seperti ventilator,
imaging, sterilizer, generator, atau oxygen system perlu memiliki risk-based maintenance schedule
dan redundancy. Board tidak perlu mengetahui setiap detail teknis, tetapi perlu assurance bahwa
critical assets terkelola.
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Health technology management mencakup lifecycle dari need assessment, procurement,
acceptance testing, training, maintenance, upgrade, sampai disposal. Pengadaan alat tanpa
mempertimbangkan consumables, service contract, spare parts, interoperability, dan training
menciptakan stranded asset. Governance harus menilai total lifecycle cost.

Standardization perangkat dapat mengurangi training burden dan error. Namun terlalu banyak
standardization dapat mengurangi flexibility atau vendor competition. Rumah sakit perlu menentukan
kategori alat yang paling diuntungkan dari standard platform, misalnya infusion pump, monitoring,
atau workstation.

Smart medical devices semakin terhubung dengan EHR dan network. Integrasi dapat mengurangi
transcription error, tetapi menambah cyber risk. Facility, biomedical engineering, IT, and clinical
governance harus bekerja bersama. Ownership terhadap connected device tidak boleh ambigu.

Design rumah sakit juga memengaruhi human factors. Jarak berjalan, visibility, noise, lighting,
handwashing placement, medication preparation area, dan patient flow dapat menciptakan atau
mengurangi risiko. Renovasi sebaiknya menggunakan user-centered design dengan simulasi workflow
sebelum konstruksi final.

Energy resilience menjadi isu penting. Rumah sakit tidak dapat berhenti ketika grid gagal. Backup
power harus diprioritaskan untuk fungsi kritis dan diuji dengan load. Fuel supply, maintenance, dan
switch-over process perlu diuji dalam kondisi nyata. Renewable energy dapat meningkatkan
sustainability, tetapi integration dengan emergency system membutuhkan engineering governance.

Water safety juga kritis. Gangguan air dapat menghentikan dialysis, sterilization, laundry,
sanitation, dan food service. Water management plan, testing, storage, dan contamination control
perlu menjadi bagian dari risk governance.

Capital project governance membutuhkan stage gates. Sebelum proyek dimulai, business case
harus mencakup clinical need, demand forecast, functional program, infection control, digital
infrastructure, workforce, sustainability, cost, and contingency. Setelah proyek selesai, post-
occupancy evaluation dapat menilai apakah desain benar-benar memperbaiki pelayanan.

Masa depan fasilitas rumah sakit akan lebih modular, sensor-rich, dan adaptive. Namun semakin
kompleks bangunan, semakin besar kebutuhan integrated governance. Fasilitas tidak boleh
dipandang sebagai latar belakang pelayanan; ia adalah bagian dari clinical system.

Lampiran Analitis K. Governance Penelitian, Pendidikan, dan Rumah Sakit
Akademik

Rumah sakit pendidikan mempunyai misi tambahan: mendidik tenaga kesehatan dan
menghasilkan pengetahuan. Kedua misi tersebut dapat memperkuat pelayanan, tetapi juga
menciptakan risiko bila tidak di-govern dengan baik. Pasien harus mendapat pelayanan aman
meskipun berada dalam lingkungan belajar, sementara peserta didik membutuhkan kesempatan
praktik untuk memperoleh kompetensi.

Educational governance perlu mengatur supervision, scope of practice, assessment, duty hours,
dan escalation. Peserta didik tidak boleh melakukan tindakan di luar kompetensi tanpa pengawasan.
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Pada saat yang sama, supervisi yang terlalu ketat dapat menghambat perkembangan autonomy.
Entrustable professional activities dapat membantu menetapkan tingkat tanggung jawab berdasarkan
kompetensi.

Patient consent terhadap keterlibatan peserta didik perlu dijaga. Pasien harus mengetahui siapa
yang memberikan pelayanan dan dapat menolak sesuai ketentuan tanpa khawatir kualitas layanan
menurun. Transparansi ini penting untuk trust.

Research governance mencakup scientific integrity, ethics review, informed consent, data
management, adverse event reporting, conflict of interest, dan publication ethics. Institutional review
board atau komite etik perlu independen dan kompeten. Studi dengan risiko tinggi membutuhkan
monitoring yang lebih kuat.

Data penelitian kini semakin terhubung dengan big data dan Al. Secondary use of clinical data
memerlukan governance privacy dan security. De-identification dapat mengurangi risiko tetapi tidak
selalu menghilangkan re-identification risk. Data access committee dan secure research environment
dapat digunakan.

Conflict of interest dapat muncul ketika peneliti menerima dana industri. Disclosure perlu
dilakukan, dan desain studi harus menjaga independensi analisis. Research contract sebaiknya
memastikan peneliti memiliki hak mempublikasikan hasil sesuai kesepakatan ilmiah.

Academic governance juga berkaitan dengan research priority. Rumah sakit dapat memilih topik
yang sesuai burden of disease dan strategic needs, bukan hanya mengikuti sponsor. Learning health
system merupakan konsep menarik: data pelayanan digunakan secara sistematis untuk pembelajaran
dan improvement, dengan governance yang memadukan care dan research ethics.

Educational outcome sebaiknya dipantau seperti clinical outcome. Apakah lulusan kompeten?
Apakah supervision memadai? Apakah patient safety incident melibatkan training issue? Feedback
peserta didik dapat menjadi signal budaya.

Rumah sakit akademik masa depan akan mengintegrasikan simulation, digital learning, Al-
assisted education, dan research platforms. Governance harus memastikan teknologi pendidikan
tidak mengurangi keterampilan klinis dasar dan human interaction.

Dengan tata kelola yang baik, pendidikan dan penelitian bukan beban tambahan, melainkan
mesin pembelajaran organisasi. Rumah sakit menjadi tempat di mana care, teaching, and discovery
saling memperkuat.

Lampiran Analitis L. Sepuluh Tahun ke Depan: Skenario Governance Rumah
Sakit

Melihat satu dekade ke depan, rumah sakit kemungkinan akan beroperasi dalam ekosistem yang
jauh lebih terhubung. Banyak pelayanan berpindah dari inpatient ke ambulatory, home care, dan
virtual care. Rumah sakit tetap penting untuk kondisi akut dan kompleks, tetapi governance tidak lagi
dibatasi oleh gedung. Network governance akan mengatur continuity lintas provider.
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Skenario pertama adalah hyper-digital hospital. Al melakukan triase, dokumentasi otomatis,
predictive monitoring, dan resource optimization. Dalam skenario ini, risiko terbesar adalah
overreliance, data concentration, cyberattack, dan accountability gap. Governance harus menjadi
algorithm-aware.

Skenario kedua adalah resource-constrained hospital. Tekanan biaya, aging population, dan
shortage tenaga membuat rumah sakit harus melakukan redesign. Task shifting, automation, dan
regional networks meningkat. Governance harus memastikan redesign tidak menurunkan safety atau
equity.

Skenario ketiga adalah climate-stressed hospital. Heat waves, banjir, penyakit emerging, dan
gangguan supply chain lebih sering terjadi. Resilience menjadi core competency. Board perlu
memasukkan climate scenarios ke strategic planning dan capital investment.

Skenario keempat adalah consumer-driven hospital. Pasien memiliki akses lebih luas pada data,
second opinion digital, dan informasi kualitas. Transparency meningkat. Rumah sakit yang tidak dapat
menjelaskan outcome dan experience akan kehilangan trust. Governance perlu mengelola public
reporting dan reputational risk secara autentik.

Skenario kelima adalah precision health hospital. Genomics, biomarkers, dan Al menghasilkan
personalized treatment. Manfaat klinis besar, tetapi data sensitivity dan cost menimbulkan
pertanyaan fairness. Ethical governance perlu semakin kuat.

Skenario keenam adalah platform ecosystem. Rumah sakit bekerja dengan technology firms,
insurers, pharmacies, home monitoring vendors, dan digital therapeutics. Value chain menjadi kabur.
Contract governance, data governance, dan third-party risk menjadi strategis.

Skenario-skenario ini mungkin terjadi bersamaan. Karena itu, governance masa depan harus
adaptable. Organisasi tidak dapat membuat SOP untuk semua kemungkinan, tetapi dapat
membangun principles, capabilities, and decision rights yang memungkinkan respons cepat.

Salah satu perubahan penting adalah pergeseran dari annual planning menuju continuous
strategy. Data real-time membuat organisasi dapat menyesuaikan kapasitas dan prioritas lebih cepat.
Board mungkin membutuhkan cadence lebih fleksibel, termasuk virtual risk review ketika signal
tertentu muncul.

Governance juga akan menjadi lebih transparent. Publik, regulator, dan pembayar dapat
menuntut lebih banyak data outcome. Rumah sakit perlu mempersiapkan data integrity dan
communication. Transparency yang tidak didukung data quality dapat menyesatkan; sebaliknya,
secrecy akan semakin sulit dipertahankan.

Pemimpin rumah sakit masa depan harus memiliki hybrid literacy: memahami clinical system,
business, data, technology, ethics, and society. Tidak mungkin satu orang menjadi ahli semua bidang,
sehingga governance harus memanfaatkan collective intelligence. Board diversity dan
multidisciplinary leadership menjadi keunggulan.

Pada akhirnya, teknologi dan struktur dapat berubah, tetapi prinsip dasar tetap: rumah sakit ada
untuk melindungi kesehatan manusia. Governance masa depan dinilai bukan dari seberapa modern
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sistemnya, tetapi dari kemampuan memastikan bahwa perubahan tetap aman, adil, dan bermakna
bagi pasien.

Lampiran Analitis M. Governance Pengadaan, Vendor, dan Konflik

Kepentingan

Pengadaan rumah sakit berada pada persimpangan antara kebutuhan klinis, efisiensi keuangan,
regulasi, dan integritas. Obat, alat kesehatan, reagen, perangkat lunak, jasa maintenance, makanan,
linen, konstruksi, serta berbagai layanan outsourcing menciptakan ekosistem vendor yang luas. Nilai
transaksi tinggi dan kompleksitas teknis membuat procurement governance menjadi area berisiko
tinggi.

Prinsip pertama adalah separation of duties. Pihak yang mendefinisikan kebutuhan,
mengevaluasi vendor, menyetujui anggaran, menerima barang, dan melakukan pembayaran
sebaiknya tidak berada pada satu tangan. Pemisahan ini mengurangi fraud risk. Namun pemisahan
yang terlalu birokratis dapat memperlambat pembelian darurat. Karena itu, governance perlu memiliki
emergency procurement pathway dengan kontrol alternatif.

Clinical input penting untuk memastikan spesifikasi sesuai kebutuhan. Namun clinician yang
memiliki hubungan dengan vendor harus mengungkap conflict of interest. Disclosure bukan otomatis
berarti seseorang dilarang terlibat, tetapi transparansi memungkinkan pengelolaan bias. Untuk
keputusan bernilai besar, independent technical review dapat ditambahkan.

Vendor selection sebaiknya tidak hanya menggunakan lowest price. Total value mencakup
kualitas, reliability, after-sales service, interoperability, training, cyber security, warranty,
consumables, environmental impact, dan total cost of ownership. Harga murah dapat menjadi mahal
bila alat sering rusak atau memerlukan consumable proprietary yang sangat mahal.

Vendor performance perlu dimonitor setelah kontrak. Key performance indicators dapat meliputi
on-time delivery, defect rate, response time, uptime, service quality, security compliance, dan
complaint. Kontrak perlu memiliki service level agreement dan mekanisme remedial. Supplier
relationship management penting untuk vendor kritis, tetapi kedekatan tidak boleh melemahkan
accountability.

Outsourcing membutuhkan governance tambahan. Rumah sakit tetap bertanggung jawab
terhadap mutu layanan yang diberikan pihak ketiga dalam ekosistemnya. Laundry, catering, security,
laboratory, telemedicine, atau cloud hosting dapat memengaruhi safety. Due diligence, credentialing,
training, audit, dan incident reporting harus mencakup vendor.

Fraud prevention dapat diperkuat dengan data analytics. Pattern seperti split purchase, vendor
concentration, harga abnormal, duplicate invoice, atau transaksi berulang dapat menjadi red flags.
Whistleblowing juga penting karena penyimpangan sering diketahui oleh orang internal lebih dahulu.

Procurement emergency selama krisis sering menjadi area rawan. Ketika supply terbatas,
organisasi mungkin harus menggunakan vendor baru. Governance perlu mempertahankan minimal
quality verification dan dokumentasi keputusan. Exception dapat diterima bila transparan dan
proporsional terhadap urgency.
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Sustainability dapat diintegrasikan melalui green procurement. Vendor dinilai berdasarkan
packaging, emissions, reparability, waste, dan social responsibility. Namun kriteria tersebut harus
relevan dan tidak mengurangi clinical performance.

Dengan governance yang baik, pengadaan menjadi fungsi strategis yang melindungi clinical
continuity, integrity, and value. Tujuannya bukan membeli barang termurah, tetapi memastikan rumah
sakit memperoleh solusiyang aman, andal, dan bernilai sepanjang lifecycle.

Lampiran Analitis N. Governance Mutu melalui Improvement Science

Quality improvement sering gagal karena organisasi melompat dari masalah langsung ke solusi.
Improvement science menawarkan pendekatan lebih disiplin: memahami sistem, mendefinisikan
aim, memilih measure, menguji perubahan dalam skala kecil, dan belajar dari hasil. Governance perlu
memastikan improvement menjadi capability, bukan kumpulan proyek.

Salah satu prinsip penting adalah membedakan common-cause variation dan special-cause
variation. Bila outcome berubah karena variasi sistem normal, respons yang tepat adalah redesign
sistem. Bila ada special cause, investigasi spesifik diperlukan. Tanpa pemahaman ini, manajer dapat
bereaksi berlebihan terhadap satu angka atau mengabaikan tren berbahaya.

PDSA cycle berguna untuk menguji perubahan secara cepat. Namun banyak organisasi
menjalankan PDSA hanya sebagai formalitas. Governance perlu memastikan setiap cycle memiliki
prediction, measurement, learning, and adaptation. Dokumentasi sebaiknya sederhana tetapi
bermakna.

Prioritas improvement harus berbasis strategic risk and patient value. Terlalu banyak proyek kecil
dapat menyebarkan resources. Rumah sakit perlu portfolio governance yang memilih beberapa
breakthrough priorities sekaligus mendukung local improvement. Executive sponsor memberi
dukungan dan mengatasi barrier.

Capability building penting. Staf perlu memahami measurement, process mapping, root cause
analysis, human factors, dan change management. Quality department tidak dapat memperbaiki
seluruh rumah sakit sendiri. Perannya adalah membangun kemampuan unit, menyediakan data, dan
memfasilitasi improvement.

Measurement for improvement berbeda dari measurement for judgment. Data untuk
improvement dapat lebih cepat dan pragmatis, sedangkan data untuk accountability membutuhkan
definisi dan validasi ketat. Governance harus memahami tujuan data agar tidak menyalahgunakan
angka.

Learning collaborative lintas unit dapat mempercepat penyebaran praktik. Bila satu unit berhasil
mengurangi falls, metode dapat dibagikan, tetapi adaptasi lokal tetap diperlukan. Standardization
sebaiknya dilakukan setelah evidence cukup.

Sustainability of improvement harus diuji. Banyak proyek menunjukkan perbaikan tiga bulan lalu
kembali ke baseline. Control plan, ownership, automation, audit, dan integration into routine
management dibutuhkan. Board sebaiknya menanyakan apakah gains dipertahankan.
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Patient co-design meningkatkan relevansi improvement. Pasien dapat membantu menemukan
waste atau communication gap. Pada redesign discharge, misalnya, pasien dapat menunjukkan
bahwa instruksi terlalu teknis meskipun secara klinis lengkap.

Improvement governance akhirnya membangun organisasi yang tidak menunggu regulasi untuk
berubah. Ketika staf menemukan masalah, mereka mempunyai metode untuk memperbaiki dan data
untuk membuktikan hasil. Ini merupakan ciri learning hospital.

Lampiran Analitis O. Governance Keadilan, Akses, dan Equity

Equity semakin diakui sebagai dimensi kualitas. Pelayanan bermutu tidak cukup bila hanya
dinikmati kelompok tertentu. Rumah sakit perlu menilai apakah terdapat perbedaan akses, outcome,
experience, atau waktu tunggu antar kelompok. Governance equity tidak berarti memberikan layanan
identik kepada semua orang, tetapi memastikan kebutuhan yang berbeda ditangani secara adil.

Barriers dapat bersifat ekonomi, geografis, bahasa, disability, literacy, gender, usia, atau digital
access. Rumah sakit perlu mengidentifikasi populasi yang paling rentan. Data stratification membantu
menemukan disparity, tetapi pengumpulan atribut sensitif harus mengikuti etika dan privacy.

Communication equity sangat penting. Informed consent tidak bermakna bila pasien tidak
memahami bahasa atau istilah. Interpreter service, plain language, visual aids, dan accessible
communication menjadi bagian quality governance. Mengandalkan anggota keluarga sebagai
penerjemah untuk keputusan kompleks dapat menimbulkan risiko.

Physical accessibility perlu diperhatikan pada desain fasilitas. Pasien dengan disability
membutuhkan akses bangunan, signage, toilet, examination equipment, dan communication support.
Digital portal juga perlu accessibility standards.

Financial barriers dapat memengaruhi follow-up dan adherence. Rumah sakit dapat
menggunakan social work, case management, dan financial counseling untuk mengurangi care gap.
Governance perlu memahami social determinants yang memengaruhi outcome meskipun berada di
luar kontrol langsung rumah sakit.

Algorithmic equity menjadi isu baru. Al yang menggunakan historical data dapat mereplikasi
ketidakadilan. Misalnya, bila kelompok tertentu historically kurang mendapat layanan, model demand
berdasarkan data lama dapat memperkirakan kebutuhan mereka lebih rendah. Governance harus
mempertanyakan apa yang sebenarnya diwakili oleh target variable.

Equity juga relevan dalam resource allocation. Saat kapasitas terbatas, keputusan prioritas perlu
menggunakan kriteria klinis yang transparan dan tidak diskriminatif. Ethics support dapat membantu
ketika trade-off sulit.

Board dapat memantau equity dashboard dengan beberapa indikator yang distratifikasi. Namun
organisasi harus menghindari statistical overinterpretation bila sample kecil. Qualitative patient
stories dapat melengkapi data.

Partnership dengan komunitas penting karena rumah sakit tidak dapat menyelesaikan semua
determinants sendiri. Kolaborasi dengan primary care, pemerintah daerah, organisasi sosial, dan
komunitas dapat memperkuat continuity.
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Equity governance pada akhirnya memperluas pertanyaan kualitas dari “apakah pelayanan baik?”
menjadi “baik untuk siapa?” Pertanyaan ini sangat penting bagi rumah sakit yang ingin
mempertahankan legitimasi sosial.

Lampiran Analitis P. Governance Reputasi, Komunikasi, dan Media Sosial

Reputasi rumah sakit merupakan aset yang dibangun melalui pengalaman pasien, hasil klinis,
integritas, dan komunikasi. Media sosial mempercepat penyebaran informasi sehingga keluhan lokal
dapat menjadiisu publik dalam hitungan jam. Governance reputasi tidak berarti mengendalikan narasi
melalui public relations semata, tetapi memastikan organisasi memiliki fakta, respons, dan perilaku
yang dapat dipercaya.

Crisis communication plan perlu terhubung dengan incident command. Ketika isu muncul, rumah
sakit harus menentukan siapa memverifikasi fakta, siapa berkomunikasi dengan pasien/keluarga,
regulator, staf, dan media, serta siapa menyetujui pesan. Kecepatan penting tetapi tidak boleh
mengorbankan akurasi.

Defensive communication dapat memperburuk konflik. Pernyataan yang terlalu legalistic atau
menyangkal sebelum investigation selesai dapat dianggap tidak empatik. Sebaliknya, spekulasi atau
pengakuan tanggung jawab sebelum fakta jelas juga berisiko. Prinsip yang baik adalah acknowledge
concern, state known facts, explain actions, and commit to update.

Internal communication sama pentingnya dengan external. Staf yang mengetahui isu dari media
akan kehilangan trust. Dalam krisis, organisasi perlu memberi informasi yang konsisten kepada
frontline, termasuk panduan bagaimana menjawab pasien.

Social media policy harus menyeimbangkan professional conduct dan kebebasan individu. Staf
perlu memahamilarangan membagikan data pasien, foto, atau informasi internal sensitif. Pendidikan
lebih efektif daripada aturan panjang tanpa konteks.

Online reviews dapat menjadi sumber patient experience data. Walaupun tidak representatif, pola
komentar dapat mengungkap masalah komunikasi, waiting time, billing, atau hospitality. Governance
perlu mengintegrasikan insight tanpa bereaksi berlebihan terhadap satu review.

Reputation risk sering merupakan lagging manifestation dari masalah governance. Jika banyak
komplain mengenai disrespect, mungkin ada culture issue. Jika berita tentang billing muncul, mungkin
transparency lemah. Fokus terbaik adalah memperbaiki root cause, bukan hanya image.

Media engagement dapat menjadi peluang edukasi publik. Rumah sakit dapat membangun
credibility dengan menyampaikan informasi kesehatan berbasis evidence. Namun spokesperson
perlu dilatih agar komunikasi jelas dan tidak overclaim.

Board perlu menerima laporan reputational risk yang menghubungkan issue dengan underlying
governance. Reputation sebaiknya tidak dikelola terpisah oleh marketing; ia merupakan outcome dari
seluruh sistem.

Kepercayaan publik sulit diperoleh dan mudah hilang. Governance komunikasi yang baik
memastikan bahwa ketika organisasi menghadapi kesalahan atau ketidakpastian, ia tetap bertindak
dengan integritas, empati, dan transparansi.
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Lampiran Analitis Q. Governance Jejaring Rumah Sakit dan Integrasi
Pelayanan

Banyak rumah sakit kini menjadi bagian dari network, holding, atau regional system. Network
dapat menciptakan economies of scale, shared expertise, dan referral efficiency, tetapi juga
menambah complexity. Governance perlu menentukan keputusan manayang terpusat dan manayang
tetap lokal.

Centralization cocok untuk fungsi tertentu seperti procurement, cybersecurity, data standards,
treasury, dan beberapa clinical protocols. Namun kebutuhan lokal berbeda. Rumah sakit daerah
mungkin memiliki epidemiologi, workforce, dan stakeholder yang unik. Principle of subsidiarity dapat
digunakan: keputusan dibuat pada level paling dekat dengan pelayanan selama risiko dan capability
memungkinkan.

Standard clinical governance lintas jaringan dapat meningkatkan konsistensi. Credentialing
framework, serious incident taxonomy, infection definitions, and quality metrics sebaiknya
harmonized. Ini memungkinkan benchmarking antar rumah sakit. Namun standardization perlu
memberi ruang untuk context.

Referral governance merupakan area penting. Keterlambatan transfer, incomplete information,
atau disagreement mengenai responsibility dapat membahayakan pasien. Network membutuhkan
transfer criteria, escalation, transport standards, dan data exchange. Teleconsultation dapat
membantu tetapi harus memiliki accountability.

Shared services memerlukan service-level agreements. Unit lokal perlu mengetahui expected
performance dan jalur escalation. Bila shared IT down, dampaknya dapat mengenai seluruh network,
sehingga concentration risk meningkat.

Network board perlu memastikan local voice tetap terdengar. Central board dapat kehilangan
visibility terhadap frontline. Local governance councils atau hospital committees dapat memberi
assurance. Reporting relationship harus jelas agar tidak terjadi double command.

Brand governance juga penting. Kegagalan satu rumah sakit dapat memengaruhi seluruh network.
Karena itu, minimum standards dan intervention thresholds perlu ditetapkan. Bila unit menunjukkan
outcome buruk, central governance harus memiliki authority dan responsibility untuk membantu atau
mengambil tindakan.

Network memungkinkan clinical centers of excellence. Kasus kompleks dapat dikonsentrasikan
ke unit berkompetensi tinggi, sementara layanan umum tetap dekat masyarakat. Governance perlu
memastikan transfer equitable dan tidak hanya didorong revenue.

Data network membuka peluang population health analytics. Namun sharing memperbesar
privacy dan cyber risk. Common data model, access control, and governance council diperlukan.

Jejaring masa depan dapat melampaui rumah sakit dan mencakup primary care, home care,
rehabilitation, pharmacy, dan digital providers. Governance akan bergerak dari hospital-centric
menuju ecosystem-centric. Keberhasilan diukur berdasarkan continuity dan outcome sepanjang
patient journey, bukan hanya episode rawat inap.

Page 43



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Hospital Governance dan Masa Depan Tata Kelola Rumah Sakit

Lampiran Analitis R. Agenda Riset Hospital Governance untuk Indonesia

Hospital governance di Indonesia membutuhkan agenda riset yang lebih kuat agar kebijakan tidak
hanya mengadopsi konsep internasional tanpa konteks lokal. Penelitian dapat dimulai dengan
memetakan maturity governance pada berbagai tipe rumah sakit: pemerintah, swasta, pendidikan,
daerah, dan jejaring. Instrumen perlu divalidasi agar mampu menangkap karakter hubungan pemilik,
board, direksi, dan profesi.

Topik pertama adalah board effectiveness. Peneliti dapat menguji hubungan kompetensi board,
frequency quality discussion, use of dashboards, dan safety outcomes. Mixed methods cocok karena
angka outcome perlu dipahami bersama dinamika rapat dan budaya.

Topik kedua adalah clinical governance climate. Survey terhadap dokter, perawat, dan tenaga
kesehatan dapat mengukur perceptions tentang leadership, learning, accountability, dan speak-up.
Analisis PLS-SEM dapat digunakan untuk menguji hubungan clinical governance climate, patient
safety culture, employee engagement, dan quality outcomes.

Topik ketiga adalah governance digital dan Al. Penelitian dapat memetakan kesiapan rumah sakit,
jenis Al yang digunakan, policy, validation, monitoring, dan ethical safeguards. Comparative case
study antara rumah sakit digital mature dan early-stage dapat menghasilkan insight implementatif.

Topik keempat adalah governance dan financial sustainability. Penelitian dapat menguji
bagaimana management control, JKN payment, cost accounting, dan quality metrics berinteraksi.
Penting untuk menghindari asumsi bahwa efisiensi selalu bertentangan dengan mutu; beberapa
improvement dapat meningkatkan keduanya.

Topik kelima adalah patient participation in governance. Penelitian dapat mengevaluasi apakah
patient advisory mechanism memengaruhi service design, complaint resolution, dan trust.
Participatory action research dapat digunakan agar pasien menjadi co-researchers.

Topik keenam adalah resilience governance. Rumah sakit di wilayah rawan bencana dapat diteliti
mengenai preparedness, supply chain, redundancy, and leadership. Indonesia dengan geografi
kepulauan memberikan konteks penting untuk studi ini.

Topik ketujuh adalah sustainability governance. Research dapat mengukur environmental
performance rumah sakit dan hubungan dengan leadership, organizational culture, procurement, and
finance. Data energi dan limbah dapat digabung dengan survey governance.

Topik kedelapan adalah equity governance. Analisis outcome menurut geography, payer, atau
kelompok klinis dapat membantu menemukan disparity. Penelitian perlu memperhatikan privacy dan
ethical use of sensitive data.

Topik kesembilan adalah governance education. Intervensi berupa board training atau leadership
academy dapat dievaluasi menggunakan pre-post design, behavioral measures, dan organizational
outcomes. Ini penting karena governance capability dapat dipelajari.

Topik kesepuluh adalah regulatory implementation. Permenkes No. 6 Tahun 2026 membuka
peluang studi tentang bagaimana rumah sakit memperbarui peraturan internal, bagaimana hubungan
pemilik-pimpinan berubah, dan apakah clinical governance menjadi lebih terintegrasi. Policy
implementation research dapat memberi umpan balik bagi regulator.
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Agenda riset ini dapat memperkuat evidence base Indonesia dan mengurangi ketergantungan
pada model luar negeri. Hospital governance sangat dipengaruhi institusi, budaya, financing, dan
professional structure. Karena itu, pengetahuan lokal sangat penting untuk membangun tata kelola
yang efektif dan kontekstual.

Lampiran Analitis S. Governance Transformasi Organisasi dan Change
Management

Transformasi rumah sakit sering gagal bukan karena strategi salah, tetapi karena governance
perubahan lemah. Implementasi EHR, restrukturisasi layanan, pembangunan gedung baru, merger,
perubahan sistem pembayaran, atau adopsi Al mengubah workflow, peran, identitas profesional, dan
distribusi kekuasaan. Karena itu, change management harus menjadi bagian dari governance, bukan
aktivitas komunikasi di akhir proyek.

Setiap transformasi besar membutuhkan sponsor yang jelas, decision rights, business case, risk
assessment, dan benefits realization plan. Sponsor bukan sekadar figur yang membuka rapat; ia
bertanggung jawab menghilangkan hambatan dan memastikan perubahan tetap selaras dengan
tujuan. Program management office dapat membantu koordinasi, tetapi ownership tetap harus berada
pada leadership line.

Stakeholder mapping penting karena kelompok berbeda mengalami dampak berbeda. Dokter
mungkin khawatir kehilangan autonomy, perawat menghadapi perubahan documentation burden, IT
menghadapi integration risk, finance melihat capital cost, dan pasien mengalami perubahan akses.
Governance yang baik mendengarkan semua perspektif tanpa menyerahkan keputusan pada veto
setiap kelompok.

Change readiness assessment dapat menilai kapasitas organisasi, leadership alignment,
resource, culture, dan competing priorities. Rumah sakit yang sedang mengalami staffing crisis
mungkin tidak siap untuk beberapa proyek besar sekaligus. Portfolio governance perlu mengatur
sequencing agar perubahan tidak menimbulkan fatigue.

Communication harus menjelaskan why, what, how, and what it means for me. Komunikasi satu
arah melalui memo jarang cukup. Staff perlu forum untuk bertanya dan memberi feedback.
Ketidakpastian harus diakui. Janji berlebihan merusak trust bila realitas berbeda.

Pilot dan phased implementation dapat mengurangi risiko. Misalnya, EHR module baru diuji di
satu unit dengan super users dan support. Data issue dicatat sebelum scale-up. Governance
menentukan go/no-go criteria berdasarkan readiness dan safety, bukan tekanan kalender semata.

Benefits realization penting karena banyak proyek dinyatakan selesai saat sistem go-live, padahal
tujuan sebenarnya mungkin mengurangi turnaround time atau error. Outcome harus diukur setelah
implementasi. Jika manfaat tidak muncul, organisasi perlu melakukan redesign.

Change fatigue merupakan risiko nyata. Terlalu banyak inisiatif membuat staf sulit membedakan
prioritas. Leadership perlu menghentikan proyek yang tidak lagi bernilai. Stop-doing decisions adalah
bagian governance yang sering diabaikan.
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Resistance tidak selalu negatif. Staf yang menolak mungkin melihat risiko yang tidak dipahami tim
proyek. Governance perlu membedakan resistance karena self-interest, uncertainty, atau legitimate
safety concern. Menganggap semua kritik sebagai negativity dapat menciptakan blind spot.

Transformasi yang berhasil biasanya memiliki local champions. Mereka menerjemahkan
perubahan ke bahasa unit dan memberi feedback real-time. Champions perlu waktu dan dukungan,
bukan hanya tugas tambahan.

Pada akhirnya, governance perubahan bertujuan memastikan organisasi berubah dengan aman.
Rumah sakit tidak dapat berhenti beroperasi selama transformasi. Pasien tetap datang setiap hari.
Karena itu, change management di rumah sakit adalah continuous balancing antara future state dan
present safety.

Lampiran Analitis T. Governance Kinerja Eksekutif dan Sistem Insentif

Kinerja eksekutif sangat dipengaruhi oleh apa yang diukur dan dihargai. Jika kontrak kinerja
direktur hanya menekankan pendapatan, surplus, dan volume, maka kualitas serta workforce dapat
menjadi secondary. Governance perlu merancang balanced executive scorecard yang merefleksikan
misi rumah sakit.

Scorecard dapat mencakup strategic goals, patient outcomes, safety, experience, financial
sustainability, people, digital transformation, dan sustainability. Bobot harus mencerminkan prioritas.
Safety threshold tertentu dapat diperlakukan sebagai gate: bonus tidak diberikan bila terjadi kegagalan
serius yang menunjukkan governance breakdown, meskipun target finansial tercapai.

Namun insentif berbasis outcome memiliki risiko gaming. Jika indikator terlalu sempit, manajer
dapat fokus pada angka tanpa memperbaiki sistem. Goodhart's law mengingatkan bahwa ketika
ukuran menjadi target, ia dapat kehilangan kualitas sebagai ukuran. Karena itu, board perlu
menggunakan kombinasi quantitative dan qualitative assessment.

Executive appraisal sebaiknya mencakup leadership behavior. Apakah pemimpin menciptakan
psychological safety? Apakah bekerja lintas silo? Apakah transparan terhadap bad news? Apakah
membangun successor? Kompetensi ini sering lebih menentukan sustainability daripada hasil jangka
pendek.

360-degree feedback dapat memberi perspektif dari peers dan subordinates, tetapi harus dikelola
dengan confidentiality dan interpretasi matang. Feedback bukan polling popularitas. Pemimpin yang
membuat keputusan sulit dapat menerima kritik, namun pattern tertentu tetap penting.

Succession planning perlu dibahas secara rutin. Board harus mengetahui emergency successor
untuk CEO dan beberapa key roles. Developmental succession lebih luas: siapa potential leaders tiga
sampai lima tahun ke depan, kompetensi apa yang kurang, dan assignment apa yang dapat
mengembangkan mereka.

Compensation governance juga perlu mempertimbangkan fairness. Gap yang terlalu besar antara
executive rewards dan kondisi frontline dapat merusak morale. Transparansi prinsip kompensasi
penting, walaupun detail personal tetap rahasia.
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Untuk clinical leaders, insentif harus menyeimbangkan productivity, quality, teaching, teamwork,
dan professionalism. Volume-only incentive dapat mendorong overuse. Pay-for-quality dapat
membantu tetapi indikator harus valid dan risk-adjusted.

Non-financial recognition sering efektif. Pengakuan terhadap improvement, mentoring, safety
leadership, atau teamwork dapat membentuk budaya. Governance reward system perlu memastikan
bahwa organisasi menghargai perilaku yang ingin dilihat.

Board juga perlu mengevaluasi apakah target terlalu agresif. Target yang tidak realistis dapat
mendorong concealment atau shortcut. Stretch goals berguna bila didukung resources dan tidak
mengorbankan safety.

Kinerja eksekutif akhirnya bukan hanya apa yang dicapai, tetapi bagaimana hasil dicapai dan
apakah organisasi menjadi lebih kuat. Governance yang baik menilai keduanya.

Lampiran Analitis U. Governance Inovasi, Kemitraan, dan Ekosistem

Teknologi

Rumah sakit semakin sering bekerja dengan startup, universitas, technology firms,
pharmaceutical companies, dan device manufacturers. Kemitraan dapat mempercepat inovasi, tetapi
juga membawa risiko conflict of interest, data exploitation, intellectual property dispute, and vendor
lock-in. Innovation governance membantu organisasi memperoleh manfaat tanpa kehilangan kontrol.

Setiap partnership perlu strategic rationale. Rumah sakit sebaiknya bertanya apakah kemitraan
memecahkan masalah nyata atau hanya mengikuti tren. Problem statement harus datang dari
kebutuhan clinical atau operational. Technology-push tanpa need assessment sering menghasilkan
pilot yang tidak pernah scale.

Due diligence partner mencakup financial stability, technical capability, security posture,
regulatory status, references, and ethical record. Startup mungkin inovatif tetapi memiliki business
continuity risk. Contract perlu mengatur apa yang terjadi bila perusahaan berhenti beroperasi.

Data partnership memerlukan aturan ketat. Jika vendor menggunakan data rumah sakit untuk
melatih model, ownership, permitted use, de-identification, commercialization, and benefit sharing
harus jelas. Rumah sakit harus menghindari memberikan hak terlalu luas tanpa memahami nilai data.

Intellectual property governance penting pada co-development. Dokter atau peneliti rumah sakit
dapat menciptakan invention bersama vendor. Policy perlu menentukan ownership, inventor rights,
publication rights, and revenue sharing. Conflict management mencegah hubungan personal
memengaruhi keputusan procurement.

Innovation sandbox dapat digunakan untuk eksperimen terbatas. Sandbox menetapkan
population, duration, oversight, data controls, safety criteria, and stop rules. Pendekatan ini
memungkinkan learning cepat dengan risiko terkendali.

Clinical innovation harus memiliki exit strategy. Bila pilot tidak menunjukkan manfaat, organisasi
harus mampu menghentikan tanpa sunk-cost bias. Sebaliknya, pilot yang berhasil membutuhkan
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scale-up plan, training, support, dan integration. Banyak inovasi gagal pada tahap scale karena
governance hanya fokus pada pilot.

Partnership dengan universitas dapat memperkuat evidence. Independent evaluation memberi
kredibilitas, terutama untuk Al. Namun academic timelines dapat berbeda dengan operational
urgency. Governance perlu menyepakati deliverables dan publication.

Innovation portfolio sebaiknya seimbang antara incremental improvement dan transformative
projects. Terlalu banyak moonshot menghasilkan risiko; hanya incremental membuat organisasi
tertinggal. Board dapat menetapkan investment envelope berdasarkan risk appetite.

Ethical review diperlukan ketika teknologi memengaruhi pasien atau staf. Surveillance tools,
facial recognition, atau productivity analytics dapat mengganggu privacy. Just because technology is
possible does not mean it should be used.

Ekosistem inovasi yang sehat dibangun dari trust dan clear rules. Rumah sakit tidak harus
melakukan semua sendiri, tetapi harus tetap menjadi steward terhadap patient interest dan
institutional integrity.

Lampiran Analitis V. Kesimpulan Sintesis: Dari Good Governance menuju
Wise Governance

Seluruh pembahasan dapat disintesis dalam satu gagasan: tata kelola rumah sakit masa depan
perlu bergerak dari good governance menuju wise governance. Good governance menekankan
struktur, akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan. Wise governance menambahkan kemampuan
memahami kompleksitas, mengelola trade-off, belajar dari pengalaman, dan mempertahankan
kemanusiaan ketika teknologi serta tekanan sistem meningkat.

Wise governance tidak menolak standar. la menggunakan standar sebagai fondasi lalu
menyesuaikan keputusan dengan konteks. Tidak semua situasi klinis dapat diatur secara lengkap.
Karena itu, professional judgment tetap penting, tetapi judgment harus berada dalam batas ethical
and organizational accountability.

Wise governance juga tidak menganggap data sebagai kebenaran otomatis. Data perlu dipahami
sumber, kualitas, bias, dan maknanya. Dashboard membantu, tetapi pengalaman pasien dan suara
staf dapat mengungkap sesuatu yang tidak terlihat dalam angka. Wisdom muncul ketika quantitative
dan qualitative knowledge digabungkan.

Dalam pengelolaan risiko, wise governance menghindari dua ekstrem: zero-risk mentality dan
reckless innovation. Rumah sakit tidak mungkin menghilangkan seluruh risiko. Bahkan tidak
melakukan inovasi juga mempunyai risiko. Tujuan governance adalah memilih risiko yang dapat
diterima untuk menghasilkan manfaat, sambil membangun kontrol dan learning.

Dalam keuangan, wisdom berarti membedakan cost cutting dan value creation. Mengurangi staf
atau maintenance mungkin cepat menurunkan biaya, tetapi dapat menghancurkan kapasitas.
Investasi pada prevention, digital infrastructure, atau training mungkin mahal sekarang tetapi
menghasilkan resilience. Board perlu melihat horizon lebih panjang.
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Dalam SDM, wise governance mengakui bahwa tenaga kesehatan bukan hanya resource tetapi
manusia profesional. Productivity penting, namun compassion, recovery, autonomy, and meaning
juga penting. Organisasi yang merusak workforce pada akhirnya merusak patient care.

Dalam digitalisasi, wisdom berarti menggunakan Al untuk augment manusia. Automation
seharusnya mengurangi beban administrasi dan memperkuat clinical judgment, bukan menciptakan
ketergantungan buta. Human oversight harus nyata dan kompetensi manusia tetap dikembangkan.

Dalam hubungan dengan pasien, wise governance menggeser perspektif dari pelayanan kepada
pasien menuju pelayanan bersama pasien. Pasien memiliki knowledge tentang pengalaman dan
tujuan hidupnya. Shared decision making dan co-design meningkatkan kualitas karena memasukkan
nilai yang tidak dapat ditentukan sistem sendiri.

Dalam sustainability, wisdom berarti melihat kesehatan manusia dan kesehatan planet sebagai
berkaitan. Rumah sakit tidak dapat memperbaiki kesehatan sambil mengabaikan dampak lingkungan
yang berkontribusi terhadap penyakit. Stewardship jangka panjang menjadi bagian etika kesehatan.

Wise governance juga memerlukan humility. Organisasi harus mampu mengatakan “kami belum
tahu”, meminta bantuan, dan mengubah keputusan ketika evidence baru muncul. Humility sangat
penting pada teknologi baru dan krisis. Overconfidence merupakan risiko governance.

Akhirnya, rumah sakit yang bijaksana bukan rumah sakit tanpa kegagalan, tetapi rumah sakit yang
membangun mekanisme agar kegagalan kecil terlihat, dibicarakan, dipelajari, dan diperbaiki. la tidak
mengandalkan heroism, melainkan sistem. la tidak menyembunyikan ketidakpastian, melainkan
mengelolanya. la tidak memisahkan bisnis dan kemanusiaan, tetapi memahami bahwa keberlanjutan
bisnis rumah sakit justru bergantung pada kemampuannya menjaga kepercayaan manusia.

Dengan perspektif ini, hospital governance menjadi lebih dari administrasi. la adalah arsitektur
moral dan institusional yang memastikan bahwa kekuasaan, pengetahuan, uang, teknologi, dan
profesi bekerja untuk tujuan yang sama: pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, adil,
berkelanjutan, dan menghormati martabat setiap orang.

Lampiran Analitis W. Checklist Implementasi 100 Hari untuk Memperkuat

Hospital Governance

Seratus hari pertama dapat digunakan sebagai periode akselerasi untuk memperkuat tata kelola
tanpa menunggu reformasi besar. Fokus utama sebaiknya bukan membuat banyak dokumen baru,
tetapi memperjelas accountability, memperbaiki aliran informasi, dan memilih beberapa risiko
prioritas. Pendekatan ini cocok untuk direktur baru, board baru, atau rumah sakit yang sedang
melakukan transformasi.

Pada hari 1-20, pimpinan melakukan governance diagnostic. Dokumen penting seperti charter,
hospital bylaws, struktur organisasi, delegasi kewenangan, risk register, quality dashboard, laporan
insiden, hasil akreditasi, dan audit ditinjau. Selain review dokumen, dilakukan listening session dengan
dokter, perawat, manajer, staf pendukung, pasien, dan pemilik. Tujuannya menemukan gap antara
formal governance dan lived governance.
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Pada periode ini, top ten risks ditetapkan berdasarkan dampak dan urgency. Daftar tersebut tidak
harus sempurna. Yang penting adalah board dan direksi memiliki shared understanding tentang risiko
paling material. Contohnya dapat berupa IGD crowding, kekurangan perawat, cyber vulnerability,
infection, klaim tertunda, atau kegagalan alat kritis.

Hari 21-40 difokuskan pada accountability. Terms of reference komite ditinjau, overlap
dihilangkan, dan escalation path diperjelas. Setiap top risk memiliki executive owner dan operational
owner. Board menentukan informasi apa yang perlu diterima dan seberapa sering. Action log dibuat
dengan owner dan due date yang jelas.

Pada fase ini, rumah sakitjuga dapat menyederhanakan governance meeting architecture. Terlalu
banyak rapat sering menjadi tanda fragmentation. Beberapa rapat dapat digabung, sementara forum
penting seperti safety huddle diperkuat. Prinsipnya adalah fewer meetings, better decisions.

Hari 41-60 diarahkan pada data. Rumah sakit memilih balanced dashboard maksimal 15-20
indikator utama. Definisi indikator diperiksa dan data owner ditetapkan. Data yang tidak dapat
dipercaya diberi label sehingga tidak menciptakan false assurance. Trend tiga sampai dua belas bulan
ditampilkan agar variasi terlihat.

Satu atau dua patient stories dapat dibawa ke board untuk menghubungkan data dengan
pengalaman nyata. Cerita dipilih secara etis dan anonim bila perlu. Patient story bukan entertainment,
tetapi alat untuk memahami sistem.

Hari 61-80 fokus pada culture and learning. Leadership walkround dilakukan secara terstruktur.
Pimpinan mendengar masalah, mencatat action, dan memberi feedback. Incident reporting system
ditinjau untuk memastikan staf dapat melapor dengan mudah. Beberapa insiden dipilih untuk
mengevaluasi kualitas root cause analysis dan closure.

Just culture principles dikomunikasikan kepada pimpinan unit. Tujuannya memberi keyakinan
bahwa error tidak otomatis dihukum, tetapi professional misconduct tetap ditangani. Pemimpin senior
perlu menunjukkan konsistensi melalui kasus nyata.

Hari 81-100 fokus pada integration dan roadmap. Hasil diagnostic, top risks, dashboard, culture
feedback, dan regulatory gap digabung menjadi governance improvement plan satu tahun. Prioritas
sebaiknya sedikit tetapi jelas, misalnya: board quality governance, workforce safety, digital
governance, dan clinical audit effectiveness.

Untuk digital governance, inventaris aplikasi Al dan sistem kritis dapat dimulai. Rumah sakit tidak
harus langsung memiliki komite Al kompleks, tetapi minimal mengetahui teknologi mana yang
mempunyai dampak klinis, siapa owner, dan bagaimana risiko dipantau. Cyber tabletop exercise
dapat dijadwalkan.

Untuk clinical governance, re-credentialing status, peer review, and audit closure dapat diperiksa.
Area dengan backlog tinggi menjadi prioritas. Clinical leaders perlu dilibatkan agar improvement tidak
dianggap proyek administrasi.

Untuk financial governance, board meninjau apakah penghematan atau capital plan memiliki
quality impact assessment. Procurement area berisiko tinggi dapat diaudit. Vendor kritis diidentifikasi
dan continuity plan diperiksa.
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Untuk patient governance, pola komplain tiga sampai enam bulan dianalisis. Tiga tema paling
sering dapatdijadikan improvement projects. Patient communication saat discharge atau waiting time
sering menjadi tema yang dapat diperbaiki dengan cepat.

Seratus hari pertama sebaiknya menghasilkan beberapa visible wins: satu dashboard yang lebih
bermakna, satu risiko besar dengan kontrol yang lebih kuat, satu proses incident learning yang lebih
cepat, dan satu forum staf yang menunjukkan bahwa speak up mendapat respons. Visible wins
membangun trust terhadap reformasi governance.

Namun keberhasilan tidak boleh diukur dari jumlah kegiatan. Pertanyaan utama adalah apakah
keputusan menjadi lebih jelas, apakah informasi risiko naik lebih cepat, apakah board bertanya lebih
tajam, dan apakah staf melihat perubahan perilaku pimpinan. Governance transformation dimulai
ketika orang mengalami bahwa sistem benar-benar bekerja berbeda.

Setelah seratus hari, organisasi memasuki fase institutionalization. Kebijakan diperbarui bila
perlu, kompetensi governance dimasukkan ke leadership development, board education dijadwalkan,
dan maturity assessment diulang secara berkala. Improvement yang awalnya bergantung pada figur
perlu dimasukkan ke rutinitas agar bertahan ketika kepemimpinan berubah.

Checklist 100 hari ini bukan template kaku. Rumah sakit kecil dapat menyederhanakan,
sedangkan rumah sakit besar dapat memperluas. Prinsip utamanya adalah sequence: diagnose,
clarify, measure, learn, integrate. Dengan urutan tersebut, governance berkembang dari pemahaman
masalah menuju perubahan sistem yang dapat dipertahankan.

Lampiran Analitis X. Perspektif Manajemen Strategis: Governance sebagai
Kapabilitas Dinamis

Dari perspektif manajemen strategis, hospital governance dapat dipahami sebagai kapabilitas
dinamis yang memungkinkan organisasi mendeteksi perubahan, mengambil keputusan, dan
mengonfigurasi ulang sumber daya. Rumah sakit berada dalam lingkungan yang berubah cepat: pola
penyakit bergeser, teknologi berkembang, regulasi berubah, pasien semakin kritis, kompetisi
meningkat, dan ketersediaan tenaga tidak selalu stabil. Struktur tata kelola yang statis akan tertinggal
bila tidak memiliki kemampuan adaptasi.

Konsep dynamic capabilities menekankan sensing, seizing, dan transforming. Sensing berarti
kemampuan membaca sinyal. Dalam rumah sakit, sensing berasal dari data klinis, keluhan pasien,
perubahan referral, workforce trends, teknologi baru, regulasi, dan intelligence eksternal. Governance
harus memastikan sinyal penting mencapai pengambil keputusan. Bila informasi tertahan dalam silo,
organisasi kehilangan sensing capability.

Seizing berarti memilih respons dan mengalokasikan sumber daya. Rumah sakit mungkin melihat
peningkatan demand layanan geriatri, tetapi harus memutuskan apakah membangun unit baru,
memperkuat home care, atau menjalin partnership. Governance membantu membandingkan pilihan
dari aspek clinical value, financial sustainability, workforce, risk, dan strategic fit.

Transforming berarti mengubah struktur dan proses agar strategi baru dapat dijalankan.
Keputusan membuka service line baru membutuhkan recruitment, credentialing, facility, IT,
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procurement, clinical pathway, and marketing. Governance memastikan transformasi lintas fungsi
terkoordinasi. Tanpa itu, strategi tetap menjadi dokumen.

Strategic governance juga perlu mengelola ambidexterity: eksploitasi layanan saat ini dan
eksplorasi masa depan. Rumah sakit harus menjaga operasi yang aman hari ini sambil menguiji
telehealth, Al, genomics, atau model pelayanan baru. Terlalu fokus pada operasi membuat organisasi
stagnan; terlalu fokus inovasi dapat mengabaikan reliability. Board perlu menjaga portfolio balance.

Scenario planning dapat membantu menghadapi ketidakpastian. Alih-alih satu forecast, rumah
sakit dapat menyiapkan beberapa skenario: demand meningkat cepat, reimbursement menurun,
shortage tenaga memburuk, cyberattack, atau muncul teknologi disruptif. Pertanyaan bukan menebak
masa depan, tetapi menguji apakah strategi robust terhadap kemungkinan berbeda.

Strategic risk appetite perlu eksplisit. Rumah sakit mungkin bersedia mengambil risiko finansial
moderat untuk membuka layanan prioritas, tetapi tidak bersedia mengambil risiko keselamatan tinggi.
Risk appetite membantu decision making konsisten. Tanpaitu, keputusan bergantung pada orangyang
paling kuat suaranya.

Governance juga perlu mengelola strategic partnerships. Tidak semua capability harus dibangun
sendiri. Rumah sakit dapat bekerja sama dalam laboratory, radiology, education, digital platform, atau
supply chain. Make-or-buy-or-partner decision perlu menggunakan kriteria strategis, bukan hanya
biaya.

Organizational identity memengaruhi strategi. Rumah sakit pendidikan, rumah sakit keagamaan,
rumah sakit daerah, dan rumah sakit korporasi mempunyai misi berbeda. Governance harus
memastikan pertumbuhan tidak menghilangkan identity yang menjadi sumber trust. Strategic
coherence berarti setiap investasi besar dapat dijelaskan kaitannya dengan misi.

Strategic performance review sebaiknya tidak hanya memantau target tahunan, tetapi menguiji
asumsi. Bila strategi didasarkan pada pertumbuhan demand tertentu dan asumsi tidak terjadi,
organisasi harus mampu mengubah arah. Governance yang terlalu terikat pada sunk cost akan
mempertahankan program yang tidak lagi relevan.

Foresight terhadap teknologi penting. Board tidak harus mengejar setiap inovasi, tetapi perlu
memahami technology horizon. Emerging technology committee atau periodic strategic review dapat
menilai teknologi mana yang berpotensi mengubah model pelayanan. Keputusan early adopter atau
fast follower perlu sesuai capability dan risk appetite.

Mergers and acquisitions juga membutuhkan governance khusus. Financial due diligence tidak
cukup. Cultural compatibility, clinical quality, workforce, IT integration, brand, regulatory risk, and
governance model perlu dinilai. Banyak merger gagal menciptakan value karena integration
governance lemah.

Strategic governance perlu menghubungkan macro environment dan bedside. Perubahan
kebijakan pembiayaan mungkin terlihat jauh dari klinik, tetapi dapat memengaruhi staffing dan patient
flow. Sebaliknya, masalah klinis berulang dapat menjadi strategic threat. Board dan direksi harus
mampu berpikir lintas level.
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Dalam kerangka ini, governance bukan sekadar mekanisme mengendalikan organisasi, tetapi
mekanisme memperbarui organisasi. Kontrol tetap penting, namun terlalu banyak kontrol dapat
memperlambat adaptation. Dynamic governance menggunakan guardrails: batas jelas untuk safety,
ethics, finance, and law, sementara unit diberi ruang berinovasi di dalamnya.

Organisasi yang memiliki governance sebagai dynamic capability akan lebih cepat mengenali
disruption, lebih disiplin memilih respons, dan lebih mampu mengimplementasikan perubahan. la
tidak menunggu krisis untuk berubah. Dengan demikian, hospital governance berkontribusi langsung
pada strategic resilience dan keberlanjutan jangka panjang.
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Glossarium

Istilah

Pengertian

Accountability

Kewajiban individu atau unit untuk menjelaskan
keputusan, tindakan, dan hasil yang menjadi tanggung
jawabnya.

Artificial Intelligence (Al) Governance

Struktur, kebijakan, proses, dan pengawasan untuk
memastikan Al digunakan secara aman, etis, transparan,
efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Assurance

Proses memperoleh keyakinan yang memadai bahwa
sistem pengendalian dan tata kelola berjalan sebagaimana
dimaksud.

Board/Governing Body

Badan yang menjalankan fungsi pengarahan dan
pengawasan tertinggi terhadap manajemen rumah sakit
sesuai bentuk kepemilikan dan regulasi.

Clinical Audit

Proses sistematis membandingkan praktik klinis dengan
standar untuk menemukan dan menindaklanjuti peluang
perbaikan.

Clinical Governance

Sistem yang memastikan organisasi dan tenaga klinis
bertanggung jawab atas peningkatan mutu, keselamatan,
dan standar pelayanan klinis.

Credentialing

Proses verifikasi kompetensi, kualifikasi, pengalaman, dan
kelayakan tenaga profesional untuk memperoleh
kewenangan klinis tertentu.

Cybersecurity

Upaya melindungi sistem digital, jaringan, perangkat, dan
data dari akses, gangguan, perubahan, atau penghancuran
yang tidak sah.

Data Governance

Pengaturan hak keputusan, kualitas, akses, keamanan,
standar, dan penggunaan data di seluruh organisasi.

Enterprise Risk Management

Pendekatan terintegrasi untuk mengidentifikasi, menilai,
merespons, dan memantau risiko lintas organisasi.

Good Hospital Governance

Penerapan prinsip tata kelola yang menjamin rumah sakit
efektif, transparan, akuntabel, profesional, adil, dan
berorientasi pada keselamatan pasien.

High Reliability Organization

Organisasi yang beroperasi dalam lingkungan berisiko
tinggi tetapi mampu mempertahankan tingkat kegagalan
serius yang sangat rendah melalui kewaspadaan,
pembelajaran, dan disiplin sistem.

Hospital Bylaws

Peraturan internal yang mengatur hubungan organisasi,
kewenangan, tata kerja, serta tata kelola profesi dan klinis
di rumah sakit.

Just Culture

Budaya yang menyeimbangkan pembelajaran dari
kesalahan dengan akuntabilitas terhadap perilaku berisiko
atau reckless.

Patient Safety

Kerangka aktivitas terorganisasi untuk mengurangi risiko
dan harm yang dapat dicegah dalam pelayanan kesehatan.

PREMs

Patient-Reported Experience Measures; ukuran
pengalaman pasien terhadap proses dan interaksi selama

menerima pelayanan.
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PROMs Patient-Reported Outcome Measures; ukuran hasil
kesehatan yang dilaporkan langsung oleh pasien.
Risk Appetite Tingkat dan jenis risiko yang bersedia diterima organisasi

dalam mencapai tujuan.

Stewardship

Tanggung jawab mengelola sumber daya secara bijaksana
untuk kepentingan jangka panjang organisasi dan
masyarakat.

Sustainability Governance

Pengaturan keputusan dan akuntabilitas untuk
mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi
ke dalam strategi serta operasi.

Value-Based Healthcare

Pendekatan yang menilai pelayanan berdasarkan outcome
yang bermakna bagi pasien relatif terhadap sumber daya
yang digunakan.
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